Laporan Teknis 2022 |
BRGNS

/",',: {

.’, -

[ 4

AU

STUDI PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI SEKTOR KEHUTANAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

w implemented by:
kerja sama 1=y oeutcte eseiseat

. [Z s
]erman ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT




Judul: Studi Pengarusutamaan Gender Di Sektor Kehutanan Di Provinsi Kalimantan Timur

Diterbitkan oleh:

Deutsche Gesellschaft fiir Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH Registered offices Bonn and Eschborn, Germany

Peatland Managament and Rehabilitation Project

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Timur Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur

75121 Phone +62 (541) 741766

Kantor Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan
Utara J1. Agathis, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor
Provinsi Kalimantan Utara

77216 Phone +62 (552) 203388

Bekerjasama sama dengan:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

Penulis:
Rahmina

Kontributor:
Suprianto
Tunggul Butarbutar

Kredit Foto
Donny Fernando, National Geographic Indonesia (Cover)

Dicetak dan didistribusikan oleh: PROPEAT, Mei 2022

PROPEAT merupakan program yang dilaksanakan bersama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dengan didanai Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama
Ekonomi dan Pembangunan (BMZ)

Penafian: Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah dari penulis dan tidak
selalu menggambarkan kebijakan resmi atau posisi GIZ atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia



Studi Pengarusutamaan Gender Di Sektor
Kehutanan Di Provinsi Kalimantan Timur

Mei 2022






KATA PENGANTAR

GIZ PROPEAT merupakan kerjasama antara Pemerintah Federal Jerman dengan Pemerintah
Indonesia, dalam rangka mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah
Kalimantan Utara dalam Mendorong Tata guna (pengelolaan) lahan pada ekosistem gambut dan lahan
basah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara lebih berkelanjutan secara ekologis melalui
perencanaan integratif, mempromosikan prinsip pengelolaan dan perlindungan berkelanjutan,
pengembangan kapasitasdan mendiseminasikan pembelajaran dan praktik baik ke semua kalangan.

Lingkup dukungan dari GIZ PROPEAT pada dasarnya mulai dari pengembanganinformasi dasar,
fasilitasi pengembangan kebijakan, dukungan terhadap implementasi pengelolaan konsep tataguna lahan
berkelanjutan, pengembangan ekonomi alternatif dan mata pencaharian dengan konsep ramah
lingkungan, riset aksi, dan diseminasi berbagai pengetahuan terkait isu perlindungan dan pengelolaan
gambut berkelanjutan.

Salah satu prinsip dan pendekatan yang dipromosikan GIZ PROPEAT, adalah pengarusutamaan
gender dan inklusi sosial ke dalam program revitalisasi danrehabilitasi gambut secara berkelanjutan pada
berbagai sektor khususnya perencanaan pembangunandaerah.

Halini karena kerusakan ekosistem gambut dan kawasan hutan secara langsung berdampak pada
menurunnya kualitas hidup dan partisipasi perempuan maupun kelompok marjinal. Dalam konteks ini,
studi yang dilakukan GIZ PROPEAT berupaya untuk mengidentifikasi berbagai kebijakan maupun
peraturan perundangan di tingkat nasional dan daerah, yang terkait dengan pengarusutamaan gender dan
inklusi sosial termasuk berbagai program dan kegiatannya. Dengan demikian, maka kesenjangan maupun
pemetaan kebutuhan programatik terkait pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dapat diidentifikasi.

Studi ini dilakukan di lanskap gambut Mahakam Tengah di Provinsi Kalimantan Timur, yang
memfokuskan kepada berbagailevel kelembagaan dari tingkat nasional sampai ke tingkat desa/lapangan.
Publikasi ini diharapkan akan dapat menjadi referensi dari berbagai kalangan baik di tingkat nasional,
provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mempromosikan perlindungan
dan pengelolaan gambut berkelanjutan.

Samarinda, Mei 2022

Tunggul Butarbutar
Principal Advisor
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan proyek GIZ PROPEAT di Kalimantan Timur dimulai pada Agustus 2020. Salah satunya
mempromosikan PUG merupakan bagian dari PROPEAT. Gender merupakan isu atau masalah lintas
sektor. Hal ini dilakukan melalui pengarustamaan gender dalam pengembangan kesatuan pengelolaan
hutan (KPH), kesiapan REDD+, danberbasis masyarakat.

PUG merupakan proses untuk menilai implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang
direncanakan, termasuk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program di
semua bidang pembangunan. Ini adalah salah satu strategi untuk memastikan bahwa pengalaman
perempuandanlaki-laki dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan
program. Hingga perempuan dan laki-laki mendapatkan keuntungan yang sama dan mencapai tujuan
akhir yakni kesetaraan gender (Dewan Ekonomi dan Sosial. PBB).

Meski demikian, hingga saat ini diketahui bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang PUG
masih berbeda-beda. Sehingga berimplikasi pada perencanaan dan evaluasi. Khususnya perkembangan
pemahaman ditingkat daerah dan desa, melihat perkembangan tersebut, PUG dan inklusi sosial dalam
perencanaan pembangunan di Kalimantan Timur dan khususnya di sektor kehutanan, baik dari aspek
kebijakan dan praktek yang dilaksanakan.

Selain itu, minimnya kecakapan memadukan kebutuhankhusus gender sebagai masalah lintas sektor ke
dalam pengelolaan perencanaan dan program diharapkan; masih perlu ditingkatkan kerja sama antara
KemenLHK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ditingkat pusat dengan Daerah. Dalam
menerapkan kegiatan pengarusutamaan gender; meningkatkan potensi untuk kemitraan srategis dengan
prosesdesentralisasi dan peran serta pemangku kepentingan yang disyaratkan masih kurang berkembang;
dan memaksimalkan potensi foca/point gender dan kelompok kerja gender.

Sehingga dapat berkontribusi pada pencapaian kesetaraan gender dalam kerangka PUG di sektor
kehutanan, yang lebih sadar gender dan tanggap gender dalam bentuk program, kegiatan dan
penganggaran. Dimana dalam kerangka ini melingkupi konsep konsep: gender, pengarusutamaan gender
dalampembangunan khususnya disektor kehutanan, sebagaimana berikut: Gender dan Pengarustamaan
Gender; Pengarustamaan gender (PUG) dalam pembangunan; PUG disektor Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

PUG telah diakomodir dalam sejumlah kebijakan dan peraturan, baik secara nasional maupun di daerah.
Mulai dari InpresNo 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan, dilaksanakan
melalui Peraturan setingkat Menteri untuk diakomodir dalam rencana strategis masing-masing
Kementerian. Salah satunya melalui PerMen No P.31/Menlhk/Setjen/Set.1/5/2017 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Diakomodir pula
ditingkat Provninsi Kalimantan Timur, melalu Peraturan Daerah No 22 Tahun 2016 tentang PUG dalam
Perencanaan Pembangunandi Provinsi Kaltim. Dilengkapi dengan peraturanteknis melalui:
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1)

2)
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Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 474.24/K.580/2018 Tentang PUG dalam perencananaan
pembangunan. Terdiri dari Bappeda, DP3A, BPKAD, danInspektorat Daerah.

Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 474.24/K.580/2018 Tentang
Pembentukan Kelompok Kerja PUG Provinsi Kaltim

SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 463/K.237/2019, pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA)
PUG beserta Tim Focal Point dan Tim Teknis yang beranggotakan seluruh OPD di lingkup Provinsi
Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman dan Fasilitator Daerah PUG.

SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 461/K.237/2018, Tentang Petunjuk Teknis PUG.

Kesepakatan Bersama dalam Rapat Kordinasi Daerah, terkait dengan Percepatan Pembangunan Daerah
yang Responsif Genderdi Provinsi Kalimantan Timur bersama Kabupaten/Kota, 2019.

Surat Edaran per Agustus 2019, terkait dengan pengarustamaan gender dalam perencanaan
pembangunan di tingkat Kabupaten/kota yang merujuk pada peraturan nasional dan provinsi.

SK Gubernur No. 463/K.238/2019 Tentang Penggerak Pengarusutamaan Gender.

SK. Gubernur No. 463/K.247/2020 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perencanaan Penganggaran
Responsif Gender Tahun 2020, merupakan tim drivers PUG dalam perencananaan pembangunan.
Surat Edaran Sekretariat Daerah ter tanggal 4 Februari 2020 Tentang Pelaksanaan PPRG.

Sebagaimana uraiantersebut diatas, kajian ini menyimpulkan bahwa:

Kebijakan dan Peraturan Nasional diawali dengan terbitnya Inpres No. 9 tahun 2000 tentang
pengarusutamaan gender di Indonesia, dilaksanakan di level Kementerian seperti oleh BAPPENAS,
KLHK, Kementerian dalam Negeri, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA)
dan Kementerianlainnya. Mengatur mengenai pembentukan kelompok kerja pengarusutamaan
gender, sekaligus tentang pedoman pengarusutamaan gender,dan metode GenderAnalysis
Parthwaydan Gender Budget Statement, Namun tidak diketahui bagaimana skema monitoring dan
evaluasi dilakukan.

Pokja PUG oleh KLHK di bawah kordinasi biro perencanaanbertanggungjawab dalam pelaksanaan
pengarustamaan gender ditingkat Kementerian LHK dan unit pelaksana teknis ditingkat regional,
melalui pelaksanaan PermenLHK No P.31 Tahun 2017 tentang Pedoman PUG di sektor kehutanan.

Kebijakan dan Peraturan Di Kalimantan Timur , diawali dari Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016
tentang PUG. Diperkuat dengan 3 (tiga) surat edaran Gubernur (kepada Kabupaten, 3 (tiga) surat
keputusan (kelompok kerja, tim teknis dan tim drivers) dan memorandum of understanding, yang
mendukung PUG dalam perencanaan pembangunan hingga ke alokasi pendanaan.

Peran dan tanggung jawab dalam PUG di Kalimantan Timur, sudah berjalan dan didukung dengan
peraturan daerah dan peraturan pelaksananya, melalui program dankegiatan dari DKP3A, Kelompok
Kerja PUG, Tim Drivers, 13 Champion, Fasilitator daerah, serta focal point dari masing-masing
perangkat daerah.

Tantangan - tantangan dalam pelaksanaan PUG tidak terdapat pada peraturan ditingkat nasional dan
daerah, namun pada proses menyusun perencanaan. Meski dalam peraturan telah diamanatkan
bahwa PUG diintegrasikan dalam dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, Renstra termasuk
RPJHJP, hingga RPJMdes, namun tidak dilengkapi dengan GAP GBS.

Studi Pengarus Utamaan Gender - Provinsi Kalimantan Timur



3) Perencanaandan pelaksanaan PUG disektor Kehutanan

Rencana strategis Kehutanan 2019-2024 sudah mengakomodir isu pemberdayaan perempuan,
namun tidak mengunakan metode GAP GBS dalam proses penyusunannya, meski demikian
sudah ada penyusunan GAP GBS pada tahun 2021 untuk kelengkapan RKA.

Penganggaran: jika merujuk pada Lampiran 2, terkait dengan GAP-GBS Kehutanan 2021 senilai
Rp. 840.000.000,-,. Belum menggambarkan salah satu dari kategori ARG mengenai anggaran
khusus target gender atau anggaran kesetaraan gender atau anggaran pelembagaan kesetaraan
gender.

Dalam praktek dan kenyataannya, peran perempuan danlaki-laki memiliki peran masing-masing
dalam pengelolaan hutan dengan pola pemanfaatan yang berbeda. Namun peran perempuan
tersebut tidak tercatat dengan ‘rapi’ untuk menjadibagian dari proses menuju kesetaraan gender
dalampengelolaan sumberdaya hutan.

4) Perspektif dan Pemahaman

Dalam dokumen perencanaan seperti dalam Renstra Dinas Kehutanan dan RPJDes Muara Siran,
memang menyebutkan mengenai program dan kegiatan wuntuk pemberdayaan
perempuan/kelompoknya, namun tidak menyampaikan tentang pertimbangan mengapa
pemberdayaan tersebut diberikan untuk perempuan.

Penyadartahuan dan sosialisasi terkait dengan PUG masih belum maksimal hingga saat ini masih
ada pihak yang belum memahami pentingnya PUG dalam penyelenggaraan pembangunan,
termasuk pembangunan di sektor kehutanan.

Genderdan PUG dalam pelaksanaannya dipahami masih sebatas mengenai peran perempuan dan
laki laki, belum meluas isu difabel hingga kelompok marjinal di desa sebagaimana yang
dirumuskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31 Tahun
2017.

Di tingkat desa, pemahaman dan pengetahuan terkait dengan gender dan PUG hanya di ketahui
olehbeberapa orang yang pernah mendapatkan sosialisasi, pelatihan atau diskusi. Sehingga dalam
proses penyusunan perencanaan desa dan pengelolaan hutan masih belum tergali dan
terinformasikan dengan baik, yang berdampak pada penyusunan program yang tidak memuat
tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Merujuk kepada kesimpulan yang diatas, maka berikut rekomendasi yang dapat dipertimbangkan

untuk ditindak lanjuti oleh GIZ PROPEAT:

1)

viii |

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibentuk oleh tiga komponen, yaitu keterlibatan perempuan di
parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Dalam
sektor kehutanan dapat berkontribusi terkait dengan informasi mengenai sumbangan pendapatan
perempuan dalam pengelolaanatau pemanfaatan hasil hutandanlahan.

Maka GIZ PROPEAT dalam proses pendampingan atau dengan mitra nya, memfasilitasi penyediaan
data pilah mengenai informasi peran gender dalam pengelolaan SDH hingga pendapatannya.
Sehingga dapat berkontribusi pada pencapaian IDG - yang dikordinir oleh DKP3A

Dalam proses penyusunan RPJHP, dapat mempertimbangkan PermenLHK P.31.2017 tentang
Pedoman PUG, melalui penggunaan metode GAP-GBS ke dalam pelaksanaan PermenL.HK No P. 98
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RPHJP KPHP dan KPHL. Adapun rumusan usulan
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penambahan perspektif gender dan PUG dapat dikembangkan dalam dalam format penilaian RPHJP
berikut:

1. Poinc. memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi

lingkungan setempat;
2. Formatpenilaianaspek Sosial budaya:
. Informasi ekonomi sosial masyarakat di dalam dan sekitar hutan, termasuk keberadaan
masyarakat hukum adat.
. Pernyataan Misi
. Rencana Kegiatan Strategis: Rencana penyelenggaraaanrehabilitasi pada areal kerja diluar

ijin yang memadai.

3. Panduanpenilaian:

e Deskripsi kawasan - risalah wilayah KPH, potensi SDA, Sosial dan Ekonomi.

e Informasi ekonomi sosial masyarakat di dalam dan sekitar hutan, termasuk keberadaan
masyarakat hukum adat. Dilengkapi dengan deskripsi tentang interaksi/aktivitas masyarakat
terhadap keberadaan hutanyangada.

e [sustrategis, kendala dan permasalahan.

¢ Rencana kegiatan: Rencana Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyerapan tenaga lokal,
kemitraan, penyediaan aksesusaha kehutanan dan ekonomi produktif lainnya.

Demikian pula dalam penyusunan RPPEG, merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Tata Cara
Penyusunan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
Dalam hal penyusunan RPPEG dapat berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No P.31 Tahun 2017 tentang PUG, dalambentuk perluasan makna dalambagian RPPEG, paling
tidakdalam Bab II yang membahasterkait denganisu-isu.

Salah satu Isu Strategis Sosial, yang menguraikan tentang kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan PPEG karena bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka
menengah/panjang dan menentukan pencapaiantujuan PPEG dimasa datang meliputibidang ekonomi,
sosial danlingkungan.

3) Di tingkat Provinsi Kalimantan Timur:
Memastikan kembalibahwa Peraturan Daerah (Perda) No 22 tahun 2016 tentang Pengarustamaan
Genderdalam Pembangunan, dilaksanakan sesuai dengan amanahnya bahwa:

e Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif
genderyang dituangkan dalam RPJMD.

e Setiap OPD wajib menyusun Renstra OPD dan Renja OPD yang responsif gender.

e Penyusunan Renstra OPD dan Renja OPD dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan
dataterpilah.

e  Pemerintah Desa wajib menyusun kebijakan, program dankegiatan pembangunanresponsif gender
yang dituangkan dalam RPJM Desa.
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e Pelaksanaanlebihlanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program

dan kegiatan OPD, Kelurahandan Desa.

e PUG dalam perencanaan pembangunan mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai
dari musyawarah pembangunan desa sampai denganrapat koordinasi pembangunandaerah.

e Lembaganonpemerintah dan masyarakat dapat terlibat dan melakukan perencanaan pembangunan
gender baik secara terintegrasi dengan perencanaan daerah maupun secara mandiri dengan tujuan
yang sama dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung nilai-

nilai kearifanlokal.

4) Mendorong Hubungan dan Kerjasama dalam pengarusutaaman gender, melalui:
) Pokja PUG Provinsi dengan Lembaga Kerjasama, Lembaga Non Pemerintah, Perusahaan swasta,
perguruan tinggi bersama dengan instansi Pemerintah ditingkat Provinsi dan Pusat (UPT

KLHK).

) Provinsi yakni Dinas Kehutanan, KPH, - bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan
untuk PUG ke dalam menyusun Renstra Dinas dan RPHJP dari KPH, khususnya terkait dengan

penggunaan metode GAP-GBS.

. Sosialisasi mengenai Permendagri, Permen Bappenas, Perman LHK, Perda No 22/16, terkait
dengan pedoman pelaksanaan PUG dan metode nya; Pelatihan: integrasi materi-materi PUG di
sektor kehutanan ke dalam Kurikulum dan Penyedian modul-modul pelatihan; dan
penyediaanlembarinformasi gender.

5) PerencanaanDesa (RPHD dan RPJMDes)

a. Integrasiprogram kegiatandalam RPJMdes yang didanaioleh pihak 3 ke dalam APBDes

b. Mencatatkan dukungan pendanaandaripihak 3 ke dalamkolom pendapatan desa yang
ditujukan untuk pemberdayaan perempuan

¢. Dalamhal pelaksanaan musrenbang desa, mengundang semua pihak yang berkontribusi dalam

pembangunandesa

PUG dalam bentuk praktek, pemberdayaan perempuan dan kelompok perempuan didukung
denganpencatatanatau pendokumentasianterkait dengan:

Aktifitas

Dokumentasi

Pelibatan dalam pertemuan

Diawali sejak mengembangkan kerangka acuan kerja dan
undangan

Absensi, foto, video dan sejenisnya

Proses pengambilan keputusan dalam kelompok atau
musyawarah, dengan mendokumentasikan tingkat
partisipasi

Kelompok Usaha (UMKM)

Legalisasi dalam pengurusan UMKM atasnama
perempuan

Pencatatandanlaporan: keuangan dan pendapatan
perempuan.
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6) Monitoring danEvaluasi (Monev)

Mendorong proses monev yang telah tercantum dalam PermenLHK P. 31/2017, meliputi penilaian
terhadap dokumen tentang pelaksanaan tujuh prasyarat awal PUG; dokumen penyusunan Renstra,
Renja dan RKA; dokumen Gender Budget Statement(GBS),dan dokumen Term of Reference(TOR) /
Kerangka Acuan Kerja (KAK).
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BAGIAN |: PENDAHULUAN

|.1. LATAR BELAKANG

Gender merupakan isu atau konsep yang berdimensi lintas sektor, yang dalam sektor kehutanan
akan melibatkan banyak kelembagaan maupun institusi. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam sektor
kehutanan menjadi sebuah isu penting khususnya terkait program Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),
kesiapan implementasi Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), dan
bagaimana mengimplementasikan pendekatan berbasis masyarakat. PUG merupakan proses penilaian
implikasi program untuk kelompok perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan
termasuk penyusunan peraturan perundangan, kebijakan dan program di semua bidang pembangunan.

PUG merupakan strategi untuk memastikan pengalaman perempuan dan laki-laki dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program. Dengan demikian, maka
semua kelompok perempuan dan laki-laki dapat memperoleh keuntungan yang sama serta mencapai
tujuan akhir yaitu kesetaraan gender (Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa Bangsa).

Meskipun demikian, sampai sekarang ini tingkat pengetahuan maupun pemahaman tentang
PUG masih berbeda-beda. Hal ini berimplikasi terhadap kegiatan perencanaan dan evaluasi, khususnya
terkait pemahaman di tingkat daerah dan desa. Padahal isu terkait PUG maupun penerapan inklusi sosial
dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, dan khususnya di sektor kehutanan
sangatlah penting mulai dari aspek kebijakan dan bagaimana praktek tersebut dilaksanakan.

Selain kurangnya pengetahuan, kendala lain berkaitan minimnya kecakapan untuk memadukan
kebutuhan khusus gender sebagai pendekatan lintas sektor dalam dokumen pengelolaan perencanaan
dan program. Kerjasama lintas sektoral masih perlu ditingkatkan antara pihak Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan baik di pusat serta daerah misalnya
dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal. Kerjasama ini dalam rangka untuk
menerapkan kegiatan pengarusutamaan gender, meningkatkan potensi untuk kemitraan strategis
dengan proses desentralisasi, meningkatkan peran serta pemangku kepentingan, serta memaksimalkan
potensi focal point gender dan Kelompok Kerja Gender (POKJA Gender).!

Kerjasama lintas sektoral danlintas pemerintahantersebut, akan berkontribusi pada pencapaian
kesetaraan gender dalam kerangka pengarusutamaan gender (PUG) dalam sektor kehutanan. Dengan
demikian, semua pihak akan lebih sadar gender serta tanggap genderyang diterjemahkan dalambentuk
program, kegiatan danalokasi penganggaran.

|.1.1. Gender dan Pengarusutamaan Gender

Secara konseptual, dalam bagian ini akan dibahasberbagai hal terkait dengan konsep gender,
pengarusutamaan gender, dan penerapandi sektor kehutanan yang detailnya sebagaiberikut.

! Laporan Pengembangan Konsep Gender untuk Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) di Indonesia, Eva
Engelhardt dan Rahmina, 2011
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Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status di antara perempuan dan laki-laki
yang bukan didasarkan kepada aspek perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang
dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebihluas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya
dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Konsep gender secara umum berkembang di berbagai
negara di dunia berdasarkan karakter, kondisi sosial, budaya, serta keberterimaan.

Konsep ‘keberterimaan’ ini diterjemahkan dengan kebijakan dan peraturan di tingkat nasional,
daerah serta dalam pelaksanaan keseharian dari warga negara yang berkelompok dalam komunitas atau
masyarakat. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, maka perencanaan dan pengambilan keputusan baik
di tingkat lapangan maupun kebijakan pada umumnya masih mengganggap,jika menyebut masyarakat,
berarti sudah mencakup kelompok perempuan dan laki-laki. Padahal di sisi lain juga ada kelompok tua,
muda, difabel atau juga marjinal lainnya yang memiliki persoalan dan pengalaman berbeda dan memiliki
kebutuhan sesuai dengan pola penghidupannya.

Dalam pembentukan kebijakan seperti dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan,
maka dibutuhkan satu strategi untuk memastikan agar semua kelompok dapat terakomodirkebutuhan,
peranan dan tanggung jawabnya. Pengarusutamaan Gender (PUG), adalah strategi yang dikembangkan
untuk dapat secara optimal mengintegrasikan kesetaraan gender menjadi satu dimensi integral dari
proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program
pembangunan nasional?, khususnya di sektor kehutanan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam konteks ini, bertujuan untuk dapat memastikan bahwa
semua kelompok adalah sangat penting dalam pembangunan, mereka dapat berkontribusi dengan
kemampuan dan kapasitas berdasarkan peran yang dimilikinya, serta memastikan bahwa kesenjangan
dapat dikelola untuk menuju kesetaraan dankeadilan gender.

1.1.2. Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan

“Pengarusutamaan” merupakan sebuah proses yang dijalankan untuk menggiring aspek-aspek
yang sebelumnya dianggap tidak penting dan ataupun bersifat marjinal ke dalam putaran pengambilan
keputusan dan pengelolaan aktivitas utama lembaga serta program kerjanya. Pengarusutamaan gender
adalah merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan
institusi, kebijakan dan program kerja. Termasuk di dalamnya adalah desain dan pelaksanaankebijakan,
program, monitoring, dan evaluasi, serta dalam kerjasama dengan pihakluar dan atau pihak eksternal.

Rangkaian strategi tersebut disusun dengan berdasarkan wawasan, kesadaran kritis dan data yang
diperoleh dari analisis gender. Pengarusutamaan gender juga menawarkan kerangka definisi dasar dari
konsep-konsep kunci, mengusulkan prinsip-prinsip aksi serta menguraikan garis tanggung jawab dalam
organisasi untuk mengarusutamakan genderdi dalam seluruh programnya (UNDP 2013).3

Dengan mengakui adanya permasalahan gender ini, maka Pemerintah Indonesia melaksanakan
pendekatan ‘Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan yang diterjemahkan ke dalam proses
perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi penyelenggaraan pembangunan. Metode dan pendekatannya
telah dikembangkan dan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama
dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam rencana strategis dan target secara
nasional. Pencapaian target PUG dilaksanakan oleh seluruh Kementerian/L.embaga serta Pemerintah
Daerah dengan menggunakan pendekatan Indeks Pembangunan Gender (IPG), melalui penerapanindeks

2Pedoman Pelaksanaan PUG di Sektor Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.31/2017
3 Panduan Pengarusutamaan gender dalam siklus pengelolaan program, Mia Siscawati, FGP Phase 2, 2015:15
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pembangunanlaki-laki danindeks pembangunan perempuan, yang merupakan uraian dari Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dalam dokumen perencanaan pembangunan.

1.1.3. PUG Di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan sebuah upaya untuk menghapuskan kesenjangan di
antara kelompoklaki-laki dan perempuan. PUG diharapkan dapat meningkatkan inklusi sosial kelompok
marginal lain termasuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan
bagi anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok lainnya. Dalam studi ini,
konsep ini diterapkan dengan tidak hanya melihat peranan perempuan dan laki-laki dalam kegiatan
pengelolaan sumberdaya alam di sektor kehutanan tetapijuga melibatkan peranan kelompok difabel dan
kelompok marjinal lainnya.

Isu gender di sektor kehutananini, dihubungkan dengan dampak dari degradasi dan deforestasi
hutan terhadap semakin meningkatnya kemiskinan dan penurunan kesehatan masyarakat sekitar hutan.
Peran dari perempuan di sektor kehutanan masih sebagai pelaksana pekerjaan dan bukan pengambil
keputusan, karena waktu efektif perempuan sebagaiiburumah tangga yang dimulai di pertengahan harn
yang menyebabkan peranannya dalam setiap pelatihan masyarakat (di sektor kehutanan) sangat jarang
untuk dilibatkan.*

Padahal dalam kenyataannya, kelompok perempuan merupakan bagian penting dalam kegiatan
pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Sejumlah laporan kegiatan telah menunjukkan bukt
bahwa peran perempuan danlaki-laki, dan kelompok marjinal lainnya wajib untuk diperhatikan hak dan
kewajibannya. Pelibatan dari perempuan dalam pengelolaanlingkungan hidup dan kehutanan ini dapat
dilihat dari empat (4) macam hak yaitu: hak akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM).

Keempat haktersebut dalam pengertian maupun pemahaman bahwa setiap orang, baik laki-laki,
perempuan, tua, muda, difabel ataupun kelompok marjinal lainnya mempunyai hak sama. Mulai darn
mengakses atau mendapatkan kemudahan untuk masuk, menuju dan mengelola; terlibat pada proses
perencanaan dan pengambilan keputusan melalui partisipasi dan mempunyai ruang pendapat; dalam
pelaksanaan pengelolaan memiliki ruang untuk dapat mengawasi atau mengontrol perannya, serta
memanfaatkanhasil hutan dan lingkungan hidupnya.

Namun demikian ada catatan penting yang perlu diperhatikan. Bahwa dalam tatanan praktek
pengusahaan dan pengelolaan hutan, maka seluruh pihak yang berkepentingan dengan kawasan hutan
mempunyai hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan APKM-nya. Khususnya dalam pengelolaan
kawasan hutanbaik dalam kawasan hutan produksi, hutanlindung dan hutan konservasi. Selainitu, PUG
juga dilaksanakan di tingkat manajemen Kementerian/Lembaga seperti dalam proses perekrutan danisu
rekruitmen untuk jabatan strategis. Khususnya untuk rekruitmen jabatan eselon tinggi yang sangat berat
untuk ditempati oleh perempuan, sehingga kesempatan juga dibutuhkan pengakuan bahwakemampuan
setara antara wanita dan laki-laki.

Hal ini menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan, mengingat latarbelakang budaya masyarakat
Asia yang belum memberikan kesempatan yang setara bagi wanita untuk menjadi seorangpemimpin.>

4Impelementasi PUG dan PPRG di Kementerian Kehutanan, 2013

5 Siaran Pers “Dengan Keadilan Dan Kesetaraan Gender, KLHK Tingkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan”, 20 Okt 2020, http://ppid. menlhk.go.id/
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.2. TUJUAN DAN METODE STUDI

Studi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengarustamaan gender di Provinsi
Kalimantan Timur khususnya di sektor kehutanan. Dari studi ini diharapkan akan dapat menghasilkan
hasil studi sebagaiberikut:

1. Laporankomprehensif yang menggambarkan tentang pengarustamaan genderdi Provinsi
Kalimantan Timur dari aspekkebijakan dan prakteknya.

2. Mengidentifikasi peran dan tanggung yang dapat dicapai dalam tahun 2021 terkait dengan
perencanaan dananggaran yang responsif gender.

3. Mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pengarustamaan gender.

4. Menemukan elemenkunci dalam kebijakan pengarustamaan genderdi Provinsi Kalimantan Timur.

Studi ini dilaksanakan 2 bulan selama bulan April-Mei 2021 dengan mencakup identifikasi
konsep gender, konsep pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan secara umum dan gender
di sektor kehutanan secara khusus. Analisis kebijakan dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-
undangan mulai di tingkat nasional, provinsi dan desa.

Diskusi dan wawancara mendalam dilakukan terhadap perangkat pemerintah pusat maupun
daerah dilakukan seperti dengan unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
antara lain Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) serta Balai Diklat Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (BDLHK); Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerntah
Kabupaten/Kota, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sampai ke tingkat Pemerintah Desa.

Kebijakan dan peraturan perundangan yang dikaji terkait dengan pengarustamaan gender dalam
pembangunan, gender dalam pembangunan sektor kehutanan, perencanaan pembangunan daerah dan
desa; perencanaan strategis dan rencana pengelolaan di sektor kehutanan, termasuk rencana juga terkait
dengan pengelolaan hutan desa. Analisis maupun kajian kebijakan ini dilakukan antara lain melalui
metode sebagaiberikut:

= Identifikasi daninventarisasi dokumen, data,laporan-laporan dan publikasi terkait dengan
pengarusutamaan gender

= Tinjauan Pustaka

» Wawancara, diskusi dandiskusi terfokus.

= Pengkajiandi tingkat Desa dilaksanakan melalui pengamatan, wawancara dan diskusi terfokus yang
dilaksanakan di Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun dan Desa Muara Siran Kecamatan Muara
Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.
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BAB Il: KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER (PUG) TINGKAT NASIONAL

Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) ini dimulai
dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam
Pembangunan Nasional tanggal 19 Desember 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Tujuan Instruksi
Presidenini adalah mendorong terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan
evaluasi terhadap kebijakan serta program pembangunan nasional yang berperspektif gender untuk
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Melalui kebijakan ini, maka dirasakan perlu mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke
dalamseluruh proses perencanaan danpelaksanaan pembangunan nasional.

Melalui Instruksi Presiden ini, maka pengarusutamaan gender menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari kegiatan fungsional di instansi dan lembaga Pemerintah Indonesia di tingkat Pusat dan
Daerah. Instruksi ditujukan kepada Menteri; Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala
Kepolisian Repulik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Gubernur; hingga Bupati dan Walikota.
Setiap Kementerian/Lembaga kemudian menerjemahkannya dalam peraturan pelaksana teknis, yang
juga menunjukkan Pemerintah Indonesia menempatkan isu gender ini bukan merupakan tanggung
jawab satuinstitusi saja.

Tetapi PUG merupakan kewajiban semua institusi di pusat dan daerah dengan menempatkanisu
gender sebagai isu lintas sektor, lintas administratif dan lintas level pemerintahan. Meskipun demikian,
Pemerintah tetap membentuk suatu institusi baik di pusat dan daerah yang bertanggung jawab untuk
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini. Dalam tingkat nasional dibentuk Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A), dan di tingkat daerah memiliki struktur Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P3A).

Sebagai kerangka acuan, maka disusun dokumen rencana strategis yang merujuk kepada target
prioritas pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN), dan di daerah akan diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).

Pencapaian target dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya terkait dengan
pengarusutamaan gender di sektor kehutanan mengacu kepada dokumen sebagai berikut:
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11.1. PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK NOMOR 2 TAHUN 2020
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Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Berdasarkan kepada skema tersebut,jika diarahkankepada pemberdayaan perempuandi sektor
kehutanan maka dapat merujuk kepada upaya peningkatkan pemberdayaan perempuan dalam sektor
kewirausahaan.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesetaraan perempuan,
sebagaimana tercantum dalamarah kebijakan dan strategi nasional di dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RPJMN Tahun 2020-2024 memberikan strategi
pembangunan untuk: peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; peningkatan
perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO); mewujudkan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang
responsif pada keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya.

Berdasarkan arahan tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mengembangkan 6 (enam) arah kebijakan strategis sebagaiberikut:

1. Peningkatan pengarusutamaangender dan pemberdayaan perempuandiberbagaibidang
pembangunan,
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2. Peningkatanakses pelayananyangberkualitasbagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh
kembang dan kelangsungan hidupnya

3. Peningkatansinergitas dankerjasama antara Kementerian PPPA denganlembaga masyarakat serta

peningkatan kualitaskeluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Peningkatan perlindungan hak perempuan

Peningkatan perlindungan khusus anak

6. Penerapanprinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi.

vk

Keenam strategi peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan tersebut
di berbagaibidang pembangunan, akan sangat terkait dengan pengembangan pengarusutamaan gender
(PUG) di tingkat perencanaan pembangunan. Untuk mencapai hal itu maka ada tujuh rancangan strategis
dari program dan kegiatan untuk pengarusutamaan gender ini antara lainadalah sebagaiberikut:

a. Penguatankebijakan danregulasi, melalui penyusunan, review, dankoordinasi berbagaikebijakan
dan regulasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai acuanbagi kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;

b. Percepatanpelaksanaan PUG di Kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/ kabupaten/kota, dan
pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan PUG, dan pendampingan teknis dalam
perencanaan program, kegiatan dananggaran yang responsif gender, serta monitoring dan
evaluasinya;

c. Meningkatkan pemahaman pemerintah,lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha
tentang kesetaraan genderdi tingkat nasional dan daerah, melalui penyediaan materi pembelajaran
yang berbasis teknologi informatika ( e-/earning), penyelengga-raan webinar, radio komunitas, dan
sebagainya;

d. Peningkatanpengetahuandanpemahaman perempuandan keluarganya tentang kesetaraangender
melalui pelatihanbagi pendamping perempuan pelaku usaha ekonomi;

e. Peningkatanperan danpartisipasi perempuandalampembangunan, terutama dalam pendidikan,
kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan, melalui
peningkatanjejaring dankoordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah,lembaga
masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan danlembaga keagamaan;

f.  Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah tentang pentingnya pengintegrasian
perspektif gender ke dalam program pembangunan. Dilaksanakan dengan mengoptimalkan
pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan program responsif gender dilaksanakan dan
memberikan perubahan di tingkat nasional dan daerah; dan

g. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatandata pilah genderuntuk
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan
di tingkat nasional dan daerah.

Ketujuh strategi program dan kegiatan ini akan menjadi rujukan dalam pengembangan PUG di
berbagai sektor pembangunan daerah sebagai target dari RPJMD, Rencana Kerja, hingga ke Rencana
Strategis (RENSTRA) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
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11.1.1. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR
P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.31/Menlhk/Setjen/Set.1/ /5/2017

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
memberikan arahan kebijakan untuk pelaksanaan PUG baik tingkat Pusat dan Daerah antara lain sebagai
berikut:

1)

2)

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG dilingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan dengan Keputusan Menteri (KepMen) LHK No. 496/MENLHK-SETJEN/ROCAN/2016.

Focal pointharus ditunjukdi setiap Eselon I sekaligus juga sebagai anggota Pokja PUG. Selain

adanya Pokja PUG ditingkat Kementerian dibentuk pula sub -pokja PUG dengan Surat Keputusan

(SK) EselonI masing-masing. Mekanisme kerja Pokja PUG diatursesuai SK pembentukan Pokja PUG

dan Panduan PUG yang ada.

Pembangunanbidang lingkungan hidup dankehutanan termasuk dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dibidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana dan

Kehutanan. Oleh karena itu pembangunan dalambidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus

dapat mewujudkan tujuan untuk menyejah-terakan masyarakat baiklaki-laki maupun perempuan

bahkan penyandang disabilitas, lansia, anak dan masyarakat adat. Dengan demikian pertimbangan

gender dalam pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menjadi pertimbangan utama.

Prioritas Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang terkait dengantugas dan

fungsi Kementerian diarahkan pada 2 (dua) prioritas bidang yakni Ketahanan Pangandan

Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi

Sumber Daya Hutanyang 4 (empat) fokus prioritasutama yaitu meliputi:

a. Pemantapan kawasan hutan.

b. Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan.

c. Peningkatan fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).

d. Pengembangan penelitian daniptek sektor kehutanan.

Mengembangkan rencana strategis yang responsif gender serta aplikasi PUG melalui Perencanaan

dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Dalam hal anggaran responsif gender (ARG) dibagi

menjadi 3 (tiga) kategori utama yaitu:

= Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar
khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender.

= Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan
gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara
perempuan danlakilaki dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya.

= Anggaran pelembagaankesetaraan gender,adalah alokasi anggaranuntuk penguatan
pelembagaan pengarusutamaan gender, baikdalam hal pendataan maupun peningkatan
kapasitassumber daya manusia.

Menggunakan alat analisis gender yang telah diterapkan erdasarkan amanat Instruksi Presiden

Nomor 9 Tahun 2000 adalah Gender Analysis Pathway(GAP) atau Alur Kerja Analisis Gender dan

Gender Bugdet Statement(GBS).

Pelaksanaan Fokus kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG bidanglingkungan hidup

dan kehutanan dilakukan pada 4 (empat) dokumen yaitu

* Dokumen tentang pelaksanaan tujuh prasyarat awal PUG,

= Dokumen penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA),
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» Dokumen Gender Budget Statement(GBS), dan
* Dokumen Term of Reference(TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Pedoman ini merupakan panduan untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sekaligus juga bagi Pemerintah Daerah untuk
menyusun rencana strategis mereka khususnya disektor Kehutanan.
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BAB Ill: PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
DI SEKTOR KEHUTANAN

Pengarusutamaan Gender (PUG) di sektor kehutanan dapat secara khusus dilihat dari dimensi
kelembagaan Pemerintah (Pusat, Provinsi hingga Desa) dalam proses perencanaan kehutanan termasuk
penyusunan dokumen perlindungan ekosistern Gambut. Sementara di tingkat tapak atau lapangan, maka
pengarusutamaan gender (PUG) dapat dilihat dari praktek-praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat
dalamtingkat komunitas, kelompok dan desa. Banyak praktek pengelolaan hutan yang sudah dilakukan
dan bisa menjadi contoh terbaik dalam rangka pemanfaatan dan perlindungan hutan yang menekankan
kesetaraan gender.

Di bagian ini, akan diidentifikasi berbagai konsep kebijakan dan praktek-praktek di lapangan
terkait dengan pengarusutamaan gender yang antara lainadalah sebagaiberikut:

I11.1. PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERENCANAAN KEHUTANAN

Sebagaimana disebutkan dalam bagian sebelumnya, maka konsep pengarusutamaan gender
(PUG) pada sektor Kehutanan setidaknya dapat ditinjau dari 3 hal utama. P erfama. perencanaan melalui
dokumen-dokumen perencanaan yang ada dan menjadi tanggung jawab KLHK, Dinas Kehutanan dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan; Kedua: pelaksanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh KLHK,
DinasKehutanan dan KPH ditingkat lapang; dan ketigapelaksanaan di tingkat desa atau masyarakat desa.

Dimensi pertama terkait perencanaan dapat dilihat dari kerangka peninjauan ulang kebijakan
oleh Pemerintah dalam menempuh 10angkah-langkah korektif (corrective actions)untuk meningkatkan
pengelolaan hutan sera ekosistemnya secara berkelanjutan. Terdapat enam hal yang menjadi peninjauan
ulang kebijakan tersebut sebagai berikut:

1. memastikan penurunan yang signifikan ataslaju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan,

2. mencegah kejadiankebakaran hutan danlahan (Karhutla) serta mengatasi pengaruh negatifnya
padalingkungan, kesehatan, transportasi, dan pertumbuhan ekonomi,

3. menerapkan prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampunglingkungan dalam pemanfaatan dan
penggunaankawasan hutan,

4. menyelaraskan arah kebijakan KLHK ke depan sesuai dengantujuan pembangunan berkelanjutan
(Sustainable Development Goalsatau SDG’s),

5. menyukseskan kerjasama global untuk menangani perubahan iklim melalui komitmen untuk
sebuah kontribusi yang ditentukan secara nasional dengan mengurangi emisi gas rumah kaca
melalui upaya sendiri maupun dengan bantuaninternasional.

6. melibatkanperan serta masyarakat baik laki-laki maupun perempuandalam akses kelola hutan
serta memberikan tanggung jawab kepada semua pihakyang terlibat di dalamnya, agar kawasan
hutan beserta ekosistemnya tetap terjamin keberadaannya, merupakanbentuk dari pelaksanaan
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.31/Menlhk/Setjen/Set.1/5/2017
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan.

Visi utama dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2021 Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutananadalah untuk “ZerwujudnyaKeberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup
untukKesejahteraan Masyarakat "dalamrangkauntukmendukung “ Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Terdapat dua kata kunci dalam Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananini yaitu
Keberlanjutandan Kesejahteraanyang maknanya adalah sebagaiberikut:

1. Keberlanjutanberarti pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutananharus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitaslingkungan hidup,
kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai
dengan pelaksanaan tata kelola pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup
masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya

2. Kesejahteraanberartitercapainya perbaikan kualitasdantaraf hidup masyarakat Indonesia baik
laki-laki maupun perempuansecara adil dan setara.

Dilihat dari Visi tersebut, maka Renstra KLHK 2020-2024 telah memiliki pernyataan yang sangat
kuat terkait dengan strategi PUG dan ditunjukkan melalui penjabaran dari makna visi tersebut. Melalui
penyataan “baik laki-laki dan perempuan”dari satu generasi ke generasi berikut dan secara adil dan
merata”. Dalam dokumen Renstra KLHK 2020-2024 maka PUG disusun dalam sub-Bab tersendiri dengan
arahankebijakan yang jelasyang mencakup enam prioritas utama dalamberbagai program dan kegiatan
sebagaiberikut:

1. mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol
sumber daya,

2. berpartisipasidiseluruh proses pembangunandanpengambilankeputusanserta dalam
memperoleh manfaat dari pembangunan,

3. penguatan pemahamandankomitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan
PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun
penguatankebijakan danregulasi yang responsif gender,

4. penyediaandanpemanfaatandata terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender, dan

5. pengembanganinovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Merujuk kepada pedoman danrencana strategis tersebut, maka selanjutnya dapat ditinjau sejauh
mana rencana tersebut telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan di tingkat daerah maupun
kebijakan dan tatakelola pendukungnya. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020, yang memasukkan urusan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
melalui peningkatan kapasitas pelembagaan PUG. Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan PUG, maka
halini diprioritaskan kepada 7 prasyarat terutama tiga hal yaitu komitmen, kebijakan dan kelembagaan.
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Di sektor kehutanan, maka halnya tersebut dapat diintegrasikan dalam penyusunan perencanaan
pengelolaan dan perlindungan lahan gambut yang merupakan salah satu tugas Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. Pedoman perencanaannya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam kebijakan ini diatur danjuga diamanatkan untuk menyusun satu
dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG). RPPEG merupakan
dokumen perencanaanyang memuat tentang berbagai potensi, masalah ekosistem Gambut, serta upaya
perlindungandan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.

Dokumen RPPEG disusun sesuai dengan dengan level kewenangan meliputi RPPEG Nasional
yang akan disyahkan oleh Menteri, RPPEG Provinsi oleh Gubernur, dan RPPEG Kabupaten/Kota oleh
Bupati/Walikota. Proses penyusunan dokumen RPPEG ini adalah bersifat hirarki yaitu level bawah akan
mengacu kepadalevel yang ada di atasnya. Materi muatan RPPEG meliputi pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahaniklim.

Dalamtahapan perencanaan maka langkah-langkah yang harus dilakukan meliputi hal berikut:

= Inventarisasi Ekosistem Gambut yang diikuti dengan penetapan fungsi Ekosistem Gambut menjadi
fungsi lindung dan budidaya Ekosistem Gambut.

= Petafungsi Ekosistem Gambut dan kondisi eksisting pemanfaatan ekosistem gambut akan
memberikan implikasi dan permasalahan yang dalamberpengaruh pada pemanfaatan Ekosistem
Gambut yang dilakukan oleh berbagai sektor, daerah dan masyarakat.

= Mengakomodir berbagaikepentingan (sosial, ekonomi danlingkungan) dengan memperhatikan
keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumberdaya alam,
kearifanlokal, aspirasi masyarakat, perubahaniklim dan rencana tata ruang wilayah untuk
menjamin kelestarian fungsi ekosistem gambut yang dapat menunjang kehidupanbaik generasi
sekarang dan generasi yang akan datang.®

Selainitu, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 71/2014 mengamanatkan bahwa pedoman tata cara
penyusunan RPPEG adalah bertujuan untuk memberikan acuan dalam penyusunan, penetapan dan
perubahan RPPEG, pemantauandan evaluasi, dan pembiayaan Pemerintah Pemerintah Daerah. Sebagai
petunjukteknis dari amanat dari Pasal 19 tersebut, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
kemudian telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan P.60/Menlhk/
Setjen/Kum.1/10/2019 yang berisikan tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Dan Perubahan
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).

I11.2. PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KERANGKA PERENCANAAN
SUMBERDAYA MANUSIA’

Sumber daya manusia (SDM) adalah merupakan unsur penggerak dalam menjalankan PUG dari
pembangunan termasuk di sektor Kehutanan. SDM yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan,

http://pkgppklmenlhk.go.id/v0/perencanaan-pengendalian-kerusakan-gambut/#
7Wawancara dengan Kepala BDLHK, KaBag TU, KaSi Evaluasi Diklat dan KaSi P&KD BDLHK Samarinda, 8 April 2021
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dan melaksanakan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat harus memiliki kemampuan
untuk memahami dan mengerti mengenaiberbagaiisu genderdi bidangnya. SDM ini juga harus mampu
mengerti tentang strategi dan pendekatan dalam PUG sesuai dengan karakter lokasinya maupun warga
masyarakat, dan mampu melakukan analisis gender terhadap berbagai kebijakan maupun program di
daerahnya sekaligus melakukan integrasi gender dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Dalam kerangka pengembangan sumber daya manusia, maka instansi yang paling bertanggung
jawab danberwenang di dalam lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi
Kalimantan Timur adalah Badan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK). BDLHK ini
berada dibawah kordinasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BP2SDM), yang
berperan penting untuk peningkatan kapasitas SDM di sektor kehutanan. Peningkatan kapasitas ini
meliputi beberapa pelatihan mulai dari pelatihan terkait dengan pemenuhan sertifikasi, Geographic
Information System(GIS), pengelolaan hutan secara lestari, pengelolaan perhutanan sosial, manajemen
konflik hingga pemberdayaan masyarakat, dan juga disesuaikan dengan hasil asesmen maupun alokasi
ketersediaan anggaran pertahun.

Latarbelakang dari peserta pelatihan dapatberasal dari instansi pemerintah, perusahaan swasta
kehutanan dan masyarakat. Khusus terkait dengan masyarakat, maka umumnya pelatihanini diberikan
dalam bentuk praktek yang langsung terkait dengan program di tingkat masyarakat. Seperti praktik
kegiatanbudidaya, pembibitan, kerajinan, dan pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Secara umum, maka pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dalam kerangka integrasi
pengarusutamaan gender (PUG) oleh BDLHK mencakup beberapa hal sebagaiberikut:
1. Penggunaan modul/silabus, kurikulum mengikuti arahan dan pengembangan dari pusat yakni
BP2SDM KLHK dan Balai Diklat KLHK.

2. Pelaksanaankegiatandiklat sejak tahun 2019 oleh BDLHK meliputiantara lain:

= Kurikulum sudah menyebutkan tentang PUG dalam materi pelatihan

= Memastikan keterwakilan perempuanhingga +30% dari total peserta danberusaha dipenuhi.

= Kepesertaanditentukan dengan pemenuhan prasyarat, tergantung tema pelatihan, kebutuhan
masing-masing institusi yang mengirimkan, pengembangan keahlian danbidang staf.

= Kepanitiaanpelaksanan pelatihanterdiri dari perempuan danlaki-lakisecara seimbang.

» Penyediaanfasilitastoilet untuk perempuan danlaki-laki dan ruang menyusui/laktasi bagi
peserta yang memiliki anak dan masih menyusui.

= PenerapanpengenalangenderdanPUG diawal pelatihan untuk kurikulum diklat tertentu, yang
memasukan isu gender.

= Bentuk evaluasi dalam pelaksanaan pelatihandilihat dari keberhasilan Pendidikan dan
pelatihan, pelaksanaandilapangan, keikutsertaan peserta (keaktifan, jumlah peserta,
keterwakilan).

3. Terkait dengan pelaksanaantata organisasi, maka BDLHK telah membentuk sub Pokja PUG melalui
adanya Surat Keputusan Kepala BDLHK Samarinda No. SK.27.2/BDLHK-SMD-1/Kpts.I/2020 Tentang
Pembentukan Sub-Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Balai Pendi-dikan Dan Pelatihan
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Samarinda. Pembentukan POKJA PUG ini merujuk kepada
Keputusan Menteri LHK Nomor SK.496/MenLHK-Sekjen/Rocan/2016 Tentang Kelompok Kerja
Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sub-Pokja PUG ini memiliki struktur antara lain: Pengarah, penanggung jawab, ketua dan
anggota dan mempunyai dua bidang yaitu: bidang perencanaan dan evaluasi dengan bidang Datadan
Informasi. Kedua bidang ini memiliki tugasdan fungsi meliputibeberapa hal sebagai berikut:
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= Bidang Perencanaan dan Evaluasi antara lain: menyusun dan melaksanakan kegiatan yang
responsive gender, analisis gender dalam setiap tahap proses pembangunan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; sosialisasi PUG di semua lingkup Balai, dan
menyusun laporan PUG dilingkup Balai

= Bidang Data dan Informasi bertugas antara lain: mengidentifikasi dan menyusun data terpilah
genderpada setiap kegiatan, dan sosialisasi data terpilah bidang LHK.

4. Dalamkeseharian, masing-masing Kepala Seksi mulai mengubah cara pandang dan cara kerja mereka

untuk lebih responsif gender, karena telah memahami dan mendapatkan materi tentang PUG
dan/atau mendapatkan pelatihan dan sosialisasi PUG. Perubahan tersebut dapat dilihat di berbagai
hal antara lain: mengubah ruang kerja lebih bersih dan memisahkan ruang merokok, memisahkan
penggunaan peralatan dapur, seperti gelas; dan juga memperhatikan jadwal ke lapangan sesuai
dengan kondisi staf, misalnya masih memiliki anakyang kecil.

I11.3. PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PRAKTEK

Substansi utama dari Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan membentuk mekanisme untuk

formulasi kebijakan serta program yang responsif gender; memberikan akses/perhatian khusus kepada
kelompok yang mengalami marjinalisasi sebagai dampak utama dari bias gender; serta meningkatkan
pemahaman maupun kesadaran semua kalangan baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah
sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender di bidang dan kewenangannya masing-masing.

Sementara Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam tataran prakteknya dapat didekati dengan dua

pendekatan yaitu pertama, dengan merujuk terhadap pedoman pelaksanaan PUG di sektor Kehutanan
(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/2017). Dengan pendekatan kebijakan
ini, dapat diidentifikasi isu gender yang muncul ditingkat kegiatanlapangan antaralain sebagaiberikut:

14|

Kegiatan pembuatan kebunbibit rakyat (KBR). Meskipun kegiatanini memberi kesempatan kepada
kelompok laki-laki dan perempuan tetapi kenyataannya kelompok tani yang memanfaatkan paling
banyakadalah kelompok laki-laki. Namun demikian, keterlibatan dari para perempuan dilapangan
tetap ada meski bukan sebagai pengambil keputusan utama dalam kegiatan.

Perhutanan Sosial. Kesempatan memperoleh hak pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa
maupun untuk pengelolaan hutan produksi sebenarnya tidak dibatasi untuk kelompok laki-laki
saja. Tetapi mengingat budaya dominan di masyarakat yang masih mengedepankan kaum laki-laki,
maka faktanya hampir seluruh kelompok masyarakat yang memperoleh hak kelola dipimpin oleh
kalangan laki-laki. Meskipun demikian, keterlibatan dari kaum perempuandari segmen kegiatan
pengelolaannya juga tetap ada.

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut. Isu genderyang ditemukan adalah
terkait kontribusi perempuan dalam pemulihan ekosistem pesisir dan laut yang ditandai dengan
keterwakilan perempuan yang belumberimbang, selainjuga komitmen pemangku kebijakan dalam
kegiatan pemulihan ekosistem pesisir danlaut yang masih rendah.
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Program pengelolaan sampah danlimbah

Kedua, merujuk kepada praktek peran gender dalam pengelolaan sumberdaya hutan oleh Dinas

Kehutanan dankelembagaan atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Identifikasi yang dapat dilakukan
terkait penerapan praktek ini adalah sebagai berikut:

Pendekatan pemberdayaan perempuandalamberbagaikegiatanbudidaya, pembibitan dan
mengolah hasil hutan bukankayu (HHBK).

Pembinaan kelompok perempuan, kelompok tani perempuan danatau kelompoktani wanita
dalamkawasan konservasi gambut.

Pendampingan dan pembinaan kelompokibu-ibu pengrajin, kelompok wanita tadi dan Lembaga
Pengelolaan Hutan Desa (LPHD).

Pendekatan dan pemberdayaan perempuan, laki-laki dan difablepada proses penyiapan lokasi
tujuan wisata.

Ketiga, merujuk kepada praktek gender dalam pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat

dan ataudalamtatanan praktek yang meliputibeberapa aspek sebagai berikut:
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Penguasaandan kepemilikanlahandan sumberdaya hutan, melihat pola penguatandan
kepemilikan dilihat dari sistem pewarisan, jual beli, peminjaman dan pertukaran hak ataslahan.

Pembagian kerja dalam proses pengelolaan sumberdaya hutan yaitu siapa melakukan apa?,dan
bagaimana polanya terkait kegiatan produktif, pembukaan lahan, menebang pohon, membakar
semak, dan menyiapkanlahan-lahan pertanian, menyemaibenih, menanam, dan menyiang rumput
hingga pemanfaatan Hasil Hutan Non-Kayu (HHNK).

Pengambilan keputusandi tingkat kelompok, komunitas, dan desa. Hal ini dapat dilihat dalam
proses musyawarah pembangunan desa, kelompokusaha, pelayanankesehatan, pendidikan, dan
ekonomi khususnya terkait dengan kerangka pengelolaan Hutan Desa.
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BAB IV: PENGARUSUTAMAAN GENDER SEKTOR
KEHUTANAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

IV.1. PUG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sebuahberita di salah satu media pada bulanJanuari 2021, dapat menjadi perhatian untuk dapat
mengawali gambaran umum isu gender dan pengarusutamaan gender (PUG) di Provinsi Kalimantan
Timur. “Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi
Kalimantan Timur menyatakan hingga saat ini ketimpangan gender di daerah itu masih terjadi. Terbukt
dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberda-yaan Gender (IDG) sangat rendah. "IPG
kita baru 85,98 berada di bawah target nasional yang sebesar 91,07. Sedangkan IDG kita 65,65, di bawah
target nasional yang sebesar 75,24," ujar Plt. Kepala DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Zaina Yurda di
Samarinda dilansir Antara, Jumat (1/1).

Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur berada dalam urutan
ke-3 teratasse-Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta, namun untuk pencapaian IPG dan
IDG Kalimantan Timur masih berada di urutan ke-3 terbawah se-Indonesia. Tingginya ketimpangan atau
ketidaksetaraan gender tersebut menjadi tantangan untuk dapat menyetarakan, sehingga perlu adanya
dukungan dankomitmen dari berbagai pihak dalam rangka mewujudkan pembangunan yang responsif
gender. Masih lemahnya tingkat pemahaman terkait denganisu gender, khususnya di kalanganaparatur
serta staf perencana kegiatan menyebabkan proses penganggaran kegiatan belum sepenuhnya dapat
mengidentifikasi dan mengintegrasikanisu gender.”®

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibentuk oleh tiga komponen, yaitu keterlibatan kalangan
perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.
CapaianIDG Provinsi Kalimantan Timur masih lebihrendah dibandingkan dengan daerah pembanding
lainnya dan perbandingan secara nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan
genderdi Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal.®

Meskipun demikian, maka sebenarnya dalam pengaturan dan perencanaan daerah di Provinsi
Kalimantan Timur telah memuatisu terkait dengan gender, serta isu kesetaraan perempuan dan laki-laki
untuk mengewejawantahkan PUG dari tingkat nasional. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Peraturan
Daerah Nomor 22 tahun 2016 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan. Dalam Peraturan
Daerah No. 22 tahun 2016 ini telah diamanatkan bahwa dalam kerangka perencanaan maka terdapat
beberapa kewajibanbagi Organisasi Perangkat Daerah yaitu antaralain:

= Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif
genderyang dituangkan di Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah.

8 https://www.merdeka.com/peristiwa/ketimpangan-gender-masih-terjadi-di-kaltim.html, 2 januari 2021, Reporter

: Raynaldo Ghiffari Lubabah dan https://dkp3akaltimprov.go.id/
9RPJMD Kaltim 2020-2024 hal II-56
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= Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Strategis OPD dan Rencana
Kerja OPD yang responsif gender.

= Penyusunan Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD dilakukan melalui analisis gender
dengan menggunakan data terpilah.

= Pemerintah Desa wajib menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender
yang dituangkan di Rencana PembangunanJangka Menengah Desa.

= Pelaksanaanlebihlanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunanditetapkan dalam
program dan kegiatan OPD, Kelurahan dan Desa.

= PUG dalam perencanaan pembangunan mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai
dari musyawarah pembangunan desa sampai denganrapatkoordinasi pembangunandaerah.

= Lembaganonpemerintah dan masyarakat dapat terlibat dan melakukan perencanaan
pembangunan genderbaik secara terintegrasi dengan perencanaan daerah maupun secara mandiri
dengantujuanyang sama dan tidakbertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta
menjunjung nilai-nilai kearifan lokal.!®

Dalam melakukan analisis gender, maka dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender
(Gender Analisys Pathway)atau metode untuk analisis gender lain. Analisis genderterhadap RENSTRA
OPD, RENJA OPD maupun Rencana Kerja Anggaran OPD ini dilakukan oleh masing-masing OPD yang
bersangkutan. Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA OPD, RENJA OPD, Rencana Kerja
dan Anggaran OPD, maupun RPJM Desa dapat bekerja sama denganlembaga perguruan tinggi, organisasi
non pemerintah atau pihak lain yang memiliki kapabilitasdi bidangnya.!!

Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Based Statement (GBY),
yang akan menjadi dasar bagi OPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA).'? Dengan merujuk kepada amanat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka dapat
dibayangkan bahwa konsep PUG telah masuk dan terintegrasi dalam RPJMD, RENJA, RENSRTA Dinas
sampai ke Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Selainitu, Perda ini juga mengamanahkan pelaksanaan
PUG pada tingkat Kabupaten/Kota yang dipimpin langsung oleh Bupati/Walikota.

Dalam RPJMD, maka diuraikan bahwa yang menjadi masalah pokok bahwa belum optimalnya
kesetaraan gender dalam pembangunan. Masalah pengarusutamaan gender ini belum optimal berkaitan
dengan akar masalah, yaitu mengenai rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengarusutamaan
gender (PUG), dan masih rendahnya kerjasama dan pelibatan instansi terkait dalam pengarusutamaan
gender. Sehingga dengan permasalahan tersebut, isu gender masuk dalam sasaran ke 4 pembangunan
daerahyaituuntuk “Meningkatnya partisipasi aktif perempuandalam pembangunan”.

Namun demikian, selanjutnya dalam dokumen RPJMD belum dikembangkan strategi dan arah
kebijakannya untuk mencapai sasaran ini khususnya untuk mendukung pencapaian kinerja dan indeks
pemberdayaan gender (IDG), peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan hak anak dan persentase
pelaku ekonomi perempuan.

10 Pasal 6 Perda No.22 Tahun 2016
11 Pasal 7 Perda No.22 Tahun 2016
12 Pasal 8 Perda No.22 Tahun 2016
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IV.2. KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam hal kelembagaan di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, yang bertanggung jawab untuk
memastikan PUG berdasarkan amanat Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2016 ini adalah OPD yang terkait
dengan program perencanaan daerah. Sebelumnya adanya Peraturan Daerah ini, Provinsi Kalimantan
Timur telah menginisiasi dan menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 85
Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara untuk tingkat Kabupaten Kota, penyusunan Rencana Aksi Daerah ini diamanatkan
dengan melalui Instruksi Gubenur Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kelompok kerja PUG
Di Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk OPD yang bertanggung
jawab langsung kepadaisu pemberdayaan perempuandan kesetaraan gender, secara khusus ditugaskan
kepada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi
Kalimantan Timur yang dibentuk sejak tahun 2009.13

Berdasarkan kepada Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur, maka Terdapat 11 (sebelas) tugas dan fungsi dari DKP3A. Secara khusus ada
beberapa tugas pokokdan fungsi yang terkait dengan genderantara lain sebagaiberikut:

= Perencanaan,pembinaandanpengendaliankebijakan teknisdi bidang administrasi kependudukan
dan pencatatansipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana.

= Penyelenggaraanurusan pemerintahandanpelayananumum dibidang administrasi
kependudukan dan pencatatansipil, pemberdayaan perempuandan perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

= Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknisdi bidang pemberdayaan
perempuan, dan perlindungan anak.

= Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknisdi bidang sistem data
genderdan anak.

®  Perumusan, perencanaan, pembinaandan pengendalian kebijakan teknisdibidang kesetaraan
gender.

Dalam pelaksanaanamanah Peraturan Daerah No 22 tahun 2016 ini, maka disusun seperangkat
pelaksanaan dalambentuk peraturan, keputusan dan edaran telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur. Mulai dari pembentukan POKJA PUG sampai surat edaran di tingkat Kabupaten/Kota
kepada Bupati/Walikota antara lain sebagai berikut:

= Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2012 Tentang Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (peraturanini masih relevan
dengan pelaksanaan Peraturan Daerah No 22/2016)

= Surat Keputusan Gubernur No.474.24/K.580/2018 Tentang PUG dalam Perencanaan pembangunan
yang melibatkan BAPPEDA, DP3A, BPKAD danInspektorat Daerah.

= PerubahanLampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 474.24/K.580/2018 Tentang
Pembentukan Kelompok Kerja PUG Provinsi Kalimantan Timur

13Wawancara Bidang Kesetaraan Perempuan, DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, 14 April 2021
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Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 463/K.237/2019 tentang Pembentukan Tim
Kelompok Kerja (POKJA) PUG beserta Tim Focal Point dan Tim Teknis yang beranggotakan seluruh
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman
dan Fasilitator Daerah PUG.

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 461/K.237/2018, Tentang Petunjuk

Teknis PUG.

Kesepakatan Bersama dalam Rapat Kordinasi Daerah, terkait Percepatan Pembangunan Daerah

yang Responsif Gender di Provinsi Kalimantan Timur bersama Kabupaten/Kota yang dibuat pada

tahun 2019.

Surat Edaranyang dikeluarkan dibulan Agustus 2019, terkait dengan pengarustamaan gender

dalam perencanaan pembangunan pada tingkat Kabupaten/kota yang merujuk kepada peraturan

nasional dan provinsi.

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 463/K.238/2019 Tentang Penggerak

Pengarusutamaan Gender.

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 463/K.247/2020 Tentang

Pembentukan Tim Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2020, yang

merupakan tim driversPUG dalam perencanaan pembangunan yang terdiri dari:

v' BAPPEDA berperansebagai koordinator perencanaan dan menyusun panduan perencanaan
responsif genderyang diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunandaerah dan
dokumen perencanaan perangkat daerah (RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA);

v" Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) berperan sebagai fungsi
teknis dalam menyusun perencanaan penganggaranresponsif gender (PPRG) dan menyiapkan
pelaksanaan pelatihan tentang PUG, Analisis Genderdan Gender Budget Statement; dan

v Inspektorat Daerah yang berperan sebagai fungsi pemeriksaan dan pengawasan serta
memasukkan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam panduan pengawasan dan melakukan
supervisi tentang pelaksanaan ARG.**

Surat Edaran Sekretariat Daerah yang dikeluarkan tanggal 4 Februari 2020 Tentang Pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG).

Serangkaian kebijakan yang dikeluarkan ini, adalah merupakan bentuk komitmen dari Provinsi

Kalimantan Timur untuk dapat memastikan PUG masuk dalam perencanaan OPD di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/kota. Pengintegrasian PUG ini dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, pertemuan
kordinasi dengan Kabupaten/Kota maupun pelatihan untuk focal point, menggunakan metode GAP-GBS
sebagaimana diinformasikan di Lampiran1 laporan ini.

Untuk mendukung kebijakan serta pengaturan mengenai PUG ini, maka struktur DKP3A

dilaksanakan oleh bidang kesetaraan gender. Bidang ini oleh seorang Kepala Bidang dengan didukung
oleh 3 (tiga) seksi yaitu seksi kesetaraan gender bidang politik hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Kepala
Bidangini bertanggungjawab untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

a.

Mendorong dukungan, penguatan dan pengarustamaan dilakukan melalui Klinik Perencanaan
Penganggaran Responsif Gender (Klik Peran Si Gen), Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan
Penyandang Disabilitas (PIK-P2D) Provinsi Kalimantan Timur, Pemuda Disabilitas Kreatif Provinsi
Kalimantan Timur, Aktivitas Ekonomi melalui Wisata Kuliner Samarinda, Pengrajin Tenun
Samarinda Seberang, Pelatihan Kewirausahaan Pemuda, dan Kelompok Wanita Tani. Bidang ini

14 Presentasi Berjudul: Implementasi Pengarusutamaan Gender Provinsi Kalimantan Timur, Dra. Dwi Hartini, M.Pd
Kepala Bidang Kesetaraan Gender, DKP3A, 2020.
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didukung oleh 20 Perencana Terlatih Bersertifikat, 7 Orang Fasilitator PUG, 3 Orang Gender
Auditor, 14 Orang Gender Champion dan 3 Orang Pakar Gender.!®

b. Dalambidangekonomi untuk PUG dan khususnya di sektor kehutanan dilakukan melalui upaya:

= pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaanhasil hutan,
pengembangan industri, produksi dari hasil hutan non kayu (HHBK) misalnya yaitu mengolah
rotan, madu, danlainnya.

= Meningkatkan IDG dengan melakukan pengelolaan data, dokumentasitermasukjuga mengolah
data terpilah. Contoh data terpilah yang bisa disediakan adalah hasil pengolahan nonkayu
misalnya madu dan damar dengan menyebutkan kelompok-kelompok perempuan, sertifikasi,
serta kepemilikan sebagai prasyarat untuk masuk dalamkriteria UMKM yang akhirnya
mendorong peningkatan ekonomi perkapita hingga pencapaiandari IDG.

c. Dalambidangpolitik danhukum antara lain sebagai berikut:

= Komposisi anggota DPRD yang perempuan hanya 13% dari total jumlah anggota legislatif di
tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data tahun 2009, 2014, dan 2019 keterwakilan
perempuandi DPRD Provinsi Kalimantan Timur tidak sampai 20%, kecuali di Kabupaten
Mahakam Ulu dimana angka keterwakilan perempuannya cukup besar yaitu sebesar 40%.16

= RPJMD Provinsi Kalimantan Timur saat ini dari visi dan misinya sudah responsif genderyaitu
dengan menggambarkan kondisi Genderdi Provinsi Kalimantan Timur melalui data terpilah.

= Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang PUG dalam Pembangunan Daerah sudah
menunjukkan kriteria sebagai peraturan yang responsif gender.!”

IV.3. PENGARUSUTAMAAN GENDER DI SEKTOR KEHUTANAN

Berdasarkan kepada pedoman maupun rujukan kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya,
maka organisasi perangkat daerah dengan tugas dan fungsi di bidang Kehutanan yaitu Dinas Kehutanan
yang juga memiliki unit pelaksana teknis yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Berdasarkan kepada
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan
urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Provinsi maupun tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah oleh Pemerintah Provinsi.

Tugas pokok dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ini secara struktural dijalankan
oleh 12 Seksi yang berada dalam 4 (empat) bidang serta operasionalisasinya juga dibantu oleh Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 3 (tiga)
bidang ini dikepalai oleh perempuan yakni bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Penyuluhan
dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem
yang memiliki tugas sebagai berikut:

S https://diskominfokaltimprov.go.id/berita/kaltim -verifikasi-pug dan Wawancara Bidang Kesetaraan Perempuan,
DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, 4 April 2021

16 https://bpsdm kaltimprov.go.id/v2/berita/berita-umum, januari2021.

7Wawancara Bidang Kesetaraan Perempuan, Seksi Sosial-Budaya dan Hukum dan Politik, DKP3A Provinsi Kalimantan
Timur, 4 April 2021.

20 Studi Pengarus-Utamaan Gender Provinsi Kalimantan Timur


https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/kaltim-verifikasi-pug
https://bpsdm.kaltimprov.go.id/v2/berita/berita-umum

1. Perumusan kebijakanteknis bidangkehutanan pada tingkat Provinsi sesuai dengan kebijakanyang
ditetapkan oleh Gubernurberdasarkan peraturan perundang-undangan;

2. Pelaksanaankegiatan pengelolaan hutanditingkat Provinsi, yaitu meliputi: tata hutan untuk
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL);
rencana pengelolaan KPHP dan KPHL; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan
lindung; rehabilitasi di luar kawasan hutannegara; perlindungan hutan di hutanlindung dan hutan
produksi; pengolahan hasil hutan kayu; dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus
untuk kepentingan religi;

3. Pelaksanaankegiatan konservasi sumberdaya alamhayati dan ekosistem pada tingkat Provinsi
yangmeliputi antara lain: perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Taman Hutan Rakyat
(TAHURA) lintas Kabupaten/Kota; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi;
dan pengelolaan kawasanbernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alamdan
kawasan pelestarian alam;

4. Pelaksanaanpenyuluhankehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan
di tingkat provinsi;

5. Pelaksanaanpengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Kabupaten/Kota dan dalam
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;

6. Pelaksanaankoordinasi dankebijakankehutanandi tingkat provinsi denganinstansi terkaitlainnya
di bidang kehutanan dannon bidang kehutanan;

7. Pelaksanaanpembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan
pelaporansesuai denganlingkup tugasnya;

8. Pelaksanaantugas-tugaskedinasanlainnya yang diberikan Gubernur.

Tugas Dinas Kehutanan juga termasuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2914 Tentang PPEG, jo PP No 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.
71 Tahun 2014 Tentang PPEG, yaitu untuk menyusun RPPEG tingkat provinsi yang berpedoman kepada
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019
Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan RPPEG.

IV.4. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN

Dalam dokumen rencana strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Tahun 2019-2023, tidak ada
klausul yang secara langsung menyatakan tentang isu gender tetapi dokumen ini menyatakan secara
eksplisit tentang “pemberdayaan perempuan”. Dokumenini mencantumkan tentang Tujuan kelima dari
pembangunanberkelanjutan ‘Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan’.

Tujuankelima Sustainable Development Goals(SDGs 2030) ini kemudian menjadi misi pertama
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yaitu untuk mencapai kondisi: ‘berdaulat dalam pembangunan
sumberdaya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda, dan
penyandang disabilitas dengan sasaran meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan’.

Rumusan terkait ‘Permasalahan, Strategi dan Arah Kebijakan’ pada Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Timur secara detail menguraikan mengenai permasalahan umum di sektor kehutanan antara
lain sebagaiberikut:
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= Belumoptimalnya pemanfaatan danpengelolaan hutan berkelanjutan

» Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.

= Belumoptimalnya perlindungan hutan dan ekosistemnya

= Belumoptimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan RHL.

= Rendahnyausaha produktif masyarakat yang terlibat dalam penataan kawasan dan pemanfaatan
potensi sumberdaya hutan

= Belumoptimalnya pengelolaan kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto untuk penurunan emisi
Gas Rumah Kaca (GRK).

= Belumoptimalnya pengelolaan kawasan hutanlindung berbasis perubahaniklim untuk
mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dalam bagian ‘Rekapitulasi Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada Dinas
Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) periode tahun 2019
- 2023’ serta ‘Tabel Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur tahun 2019 - 2023’, maka telah disebutkan bentuk kegiatan dan pelayanan publik yang
akan diberikan. Kegiatan ini antara lain kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani hutan,
pengembangan usaha perhutanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Meskipun komitmen itu ada tetapi tidak ada informasi mengenai data terpilah terkait dengan
jumlah staf perempuan maupun laki-laki di Dinas Kehutanan, maupun data pilah terkait dengan jumlah
kelompok tani hutan baiklaki-laki atau perempuan. Sehingga dari rumusan permasalahan sampai detail
rencana program dan kegiatan di dokumenini, tidak secara langsung menyebutkan tentang program dan
kegiatan untuk pemberdayaan perempuan. Termasukjuga tidak ada pernyataan anggaran yang langsung
fokus kepada kegiatan pemberdayaan perempuan.

IV.5. PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM FCPF CARBON FUND

Provinsi Kalimantan Timur telah menjadi pilot dalam proses pelaksanaan program Forest Carbon
Partnerships Facility-Carbon Fund(F CFP-CF)dari Bank Dunia,yangbertujuan untukdapat menurunkan
emisi karbon selama periode tahun 2020 sampai sampai tahun 2024. FCPF merupakan program yang
menggunakan satu pendekatan yurisdiksi, yakni dilaksanakan di semua bentang administrasi di Provinsi
Kalimantan Timur. Program ini melibatkan berbagai pihak mulai dari tingkat Nasional, Provinsi,
Kabupaten/Kota sampai ke tingkat Desa. Stakeholder utama program ini mencakup sektor perkebunan,
sektor kehutanan termasuk kelompok masyarakat, swasta dan perguruan tinggi serta lembaga mitra
pembangunan.

Program FCPF ini adalah kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan
konsorsium berbagai negara, sektor swasta dan lembaga non-pemerintah di tingkat internasional yang
mendukung komitmen Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi dengan difasilitasi oleh Bank
Dunia. Isu utama dalam program penurunan emisi GRK di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana
tercantum dalam dokumen ERPD adalah sebagaiberikut:

1. rightstoland and territory, natural resources, and traditional knowledge;
2. [forestgovernance, leakage andreversals, biodiversity and ecosystem,
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3. transparency andaccountability;

4. community’s welfare;

5. gender equality and inclusiveness participation, particularly those of marginalized and vulnerable
groups, and

6. benefitsharingarrangements.

Isu utama kelima dari program FCPF ini mengakomodir tentang aspek kesetaraan gender, dan
meningkatkan partisipasi yang inklusif khususnya bagi kelompok rentan dan marjinal. Hal ini sangatlah
relevan dengan konsep kesetaraan gender yang dikembangkan di Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan khususnya melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/2017
tentang Pedoman Pelaksanaan PUG. Program FCPF ini telah mempertimbangkan bahwa perempuan dan
iburumah tangga sangat yang rentan dalam hal akses dan pemanfaatan terhadap hasil hutan bukankayu
(HHBK), akses kepada tanah, partisipasi dalam pelaksanaan ERP, dan kurangnya konsultasi terhadap
kelompok perempuan.

Inklusi sosial dalam program ini telah mengidentifikasi bahwa Perempuan mungkin dirugikan
karena akses kepadalahan dan penggunaanlahan hutan danhak-hak tanah kurang aman dibandingkan
denganlaki-laki. Padahal kelompok perempuan memiliki kebutuhan yang lebih besar akan sumber daya
milik bersama, terutama yang berkaitan dengan hutan. Akses mereka terhadap informasi lebih rendah
daripada laki-laki dankecil kemungkinannya untuk terlibat aktif dalam proseskonsultasi.

Dalam kerangka kerja program FCPF-CF ini, maka isu genderjuga diakomodir melalui dokumen
Penilaian Strategis Lingkungan dan Sosial (Strategic Environmental and Social Assessment/SESA).
Dokumen SESA ini telah mengidentifikasi melalui konsep partisipasi dan keterlibatan gender, komposisi
pegawai yang terlibat hampir sama, dan implementasi PUG yang terintegrasi dalam berbagai kegiatan
terkaitpenguranganemisi GRK. Kerangka Kerja Manajemen Lingkungandan Sosial(Environmentaland
Social Management Framework/ESMF), secara eksplisit telah disebutkan pada butir 8 dengan judul
‘Ketidaksetaraan Gender dan Pengecualian Sosial’. Pada dokumenini dinyatakan bahwa jika ada kegiatan
yang menimbulkan dampak negatif untuk kalangan Perempuan dan Anak (Penyaringan I -Lampiran
ESMF), maka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk disertakan dalam program FCPF-CF.

Secara umum, pelaksanaanprogram kesetaraan gender sudah diintegrasikan ke dalam program
utama terkait aktivitas penurunan emisi karbon sebagaimana ditunjukan melalui Gambar 02 berikut ini:
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Identifikasi Risiko Implementasi Komponen ERP terhadap Isu Strategis

ERP Component Sub - Component CEREREEREEE R
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Pernantavan implemertay Kywasan Perkeburan Berkelan utan

{] NWMWM L1 imglemertast Kebijshan MOV urtud Graasan Celaps Somt
adasi Wutan di dalam [1.2. Dukungar urtuk Petebun & Komurstas o/ SYstem Pemartann & Pergelolaan
h Perizinan JCotukaran Berbask Komunitas ((RFMMS)

L1 Implementasl Kebiakan MCY & AL C urtuk Conseyl Cebutaran

. Aternatif Berkelanjutan untuk |11 Mata pencahariar berkelar vt
rakat 2. Kemitraan Korservas

1 Perhutaran Sovis

5. Pemantauan dan Pengelolaan [ 1 Koordirasl dan Pengelolasn Proyek
Project

) Monitoreg dan Fyaluai
15 ) Komunitayl Program

1, Mak atas Lahan dan Wilayah

2. Mok atas Sumberdaya dlam Positd

5. Pengakuan dan Keayaan Pengetahuan Tradiwona

4, Tatakelols Hutan 4

5 Percogahan terjadinga Kebocoran (Leakage) . Positif & w

6, Percegahan Risao Balik (Reversals)

1. Transparansl dan Akuntabilitas

B, Konservasl keragaman hayat! dan ekosistem

9, Pervngiatan kesejahteraan masyarakat

10. Partaipasi masyarakat, balk masyarakat adat

Jlokal atau kelompok yang rentan/magny, termasuk is [N
11, Pembagan manfaat atau benefit sharing

Gambar 02 Identifikasi Resiko dalam SESA/ESMF dalam program FCPF-CF
Sumber: dokumen SESA/ESMF dalam £mission Reduction ProgramDocument.

Integrasiisu gender dan kelompokmarjinal lainnya diintegrasikan dalamlima komponendan
sub komponen program yang secara lengkap adalah sebagaiberikut:

= Komponen1: Tata Kelola hutan dan lahan, dalam sub komponen mendukung pengakuantanah
adatdantataruang desa.

= Komponen 3: Pengurangan Deforestasi dan Degradasi Hutan di dalam Wilayah Perizinan, dalam
sub komponen Dukungan untuk Pekebun dan Komunitas untuk Sistem Pemantauan dan
Pengelolaan Kebakaran Berbasis Komunitas (CBFMMS).
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Komponen 4: Alternatif berkelanjutan untuk masyarakat, dalam sub komponen mata pencaharian
berkelanjutan, kemitraan konservasi dan perhutanan sosial.

Komponen 5: Pemantauan dan pengelolaan project, dengan sub komponenkoordinasi dan
pengelolaan proyek, monitoring dan evaluasi, komunikasi program.

Integrasi kesetaraan gender dalamberbagai program dan kegiatan FCPF -CP juga dilaksanakan

dalamberbagaiaspekantaralain sebagaiberikut:

1.

Pengembangan mata pencaharian alternatif: seperti pengembangan model perladangan gilir balik,
yang mengintegrasikan pendapatanjangka pendek danjangka menengah melalui kombinasi
tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan. Pengembangan model perikanan tangkap dan
perikanan budidaya, yang tetap menjaga stokikan dalamjangka panjang.

Kemitraan konservasi: yang dilakukan di Taman Nasional Kutai, Cagar Alam Muara Kaman-
Sedulang, Cagat Alam Teluk Adang, Cagar Alam Teluk Apar, Cagar Alam Padang Luway, Taman
Hutan Raya Bukit Soeharto; termasukjuga penguatan kolaborasi dan komitmen bersama
masyarakat untuk dapat mengelola kawasan dalam pemanfaatan dan perlindungan kawasan
konservasi; dan penguatan pengelolaan kawasan konservasi melalui pembangunan desa.

Perhutanan Sosial: melalui penguatan kapasitas pemegang perizinan perhutanan sosial dalam
pengeloalanhutan serta perencanaan dan pelaksanaan teknis.

Merujuk kepada berbagai dokumen perencanaanyang sudah disebutkan dalam bagian sebelumnya,

maka berbagai pernyataan mengenai isu gender atau pengarusutamaan gender (PUG) dalam dokumen
tersebut dapat dilihat dalam Tabel 01 berikut ini:
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No
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Aspek PUG

Isu Gender
dalam
Dokumen
Perencanaan

Program
/Kegiatan
Gender/Pem-
berdayaan
Perempuan

Gender budget

statement

Kebijakan/

regulasi (netral,
bias, responsif)

RPJMD

Disebutkan
dalamBabl
di gambaran
umum,

DKP3A
(Renstra)

Menjadiisu
utama

- data,
dokumentasi
/datapilah

- Peningkatan
kapasitas OPD

- Fasilitasi
pembentukan
POKJA PUG

- ChampionPUG
- Alokasi dalam
bentuk
pelaksanaan
pelatihan,
koordinasi,

- fasilitasi
kelompok
perempuan

- Mendorong
pembentukan

Tabel 01. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam dokumen Perencanaan

PROVINSI
Dishut KPH Santan
(Renstra) (RPHJP)
Pemberda- @ Tidakada
yaan
Perempuan
Alokasi
dalam
bentuk
kegiatan
untuk
kelompok
perem-puan
(pembi-
bitan)dan
kerajinan

KPH
Belayan
(RPHJP)
Tidak
ada

KPH Berau

Pantai
(RPHJP)
Tidak ada

Pelibatan
perem-
puan dan
laki-laki
dalam
penyiapan
lokasi
tujuan
wisata
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BKSDA

Fasilitasi
kelompok ibu-
ibu:

- Pembuatan
kerupuk

- Pengolahan
ikan asin

- Pelatihan
pengemasan

KLHK

BDLHK

Kurikulum/
Silabusyang
menyebutkan
jumlah/proporsi
peserta perempuan
danlaki-laki

(Perwakilan peserta
oleh Instansi
terkait, yang
memenuhi syarat)

Alokasi dalam
bentukkegiatan
kelompok
perempuan

SK Kepala BDLHK
untuk pemben-

Muhuran
(RPJMD)

Pemberdayaan
perempuan:
Kelompok Tani
Wanita, untuk
penanaman
sayur,
penanganan gizi
buruk dan ibu
hamil,
Posyandu,
Posyandu
Lansia

Disebutkan
dalamrencana
kegiatan
Sumberdana
berasal dari
pihak ketiga

Kepala Desa
memfasilitasi
kelompok tani

DESA

Muara Siran
(RPJMD)

Disebutkan
mengenai
pemberdayaan
perempuan, generasi
muda
Pemberdayaan
kelompok
perempuan
(kerajinan, Pos
yandu, Posyandu
Lansia

Disebutkan dalam
rencana kegiatan

Sumberdana berasal
dari pihak ketiga

fasilitasi kelompok
kerajinan
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kebijakanyang
responsif gender:

- Surat Keputusan
PUG

- Surat Keputusan
tim drivers

- Surat Edaranke
OPD Provinsi dan
Kabupaten/Kota
untuk
perencanaan
yang responsif
gender
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tukan sub Pokja
PUG

Menyiapkan
fasilitas nursery’
untuk ibu para
menyusui (peserta
pelatihan)

Toilet perempuan
dan laki-laki

wanita (KWT
Sejati)

Rencana
pembangunan
jembatan
menuju Hutan
Desa

Pelibatan
perempuan/tokoh
perempuandalam
proses pengambilan
keputusan dalam
musrenbang

Rencana
pembangunan
jembatan menuju
Hutan Desa



“Perempuan serta laki-laki sama sama memiliki akses ke hutan kami”, demikian yang telah
disampaikan oleh Bapak Badriansyah (Ketua LPHD Muhuran), ketika ditanyakan mengenai bagaimana
akses pengelolaanatau pemanfaatan dari Hutan Desa oleh kelompok perempuan. Pernyataan seperti
itu jamak ditemui dalam keseharian masyarakat yang tinggal serta hidup di dalam dan sekitar hutan.
Karena dalam prakteknya, peranan dari kelompok laki-laki maupun perempuan dalam pendekatan
APKM dapat diidentifikasi melalui beragambentuk aktifitaskeseharian terkait ‘pembagian kerja’dari

BAB V: PRAKTEK - PRAKTEK DALAM
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PUG
SEKTOR KEHUTANAN

masyarakat Desa Muhuran dan Muara Siran sebagaimana ditampilkandi Tabel 02.

Tabel 02: “Pembagian kerja” Aktifitas Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Bentuk

kegiatan
Membuka
lahan/ladang

Pemeliharaan
lahan/ladang

Pemanenan

Kayu

Hasil hutan
bukan kayu

Wisata
/Ekowisata
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Perempuan

Mencabut rumput,
membersihkan semak

Merumput

Menebang dan angkut
untuk kebutuhan dapur

- Madu: membersihkan
dan mengemas

- Rotan: Mengambil
rotan dan mengolah
rotan menjadi kerajinan

- Damar: mengumpulkan
getah damar

- Menyiapkan
“menyiapkan home stay

2

- Pengembangan kuliner
lokal

- Kerajinan tangan untuk
souvenir

Laki laki Keduanya

Membersihkan sisa-sisa
bakaran, menyiapkan bibit,
menggali lubang bibit dan
menanam bibit

Menjaga hama

Menebang pohon-
pohon besar

Pemberian pupuk

Membuang dan Panen

membersihkan sisa

panen
Menebang dan angkut Membangun fasilitas
kayu untuk desa/kampung

membangun rumah

- Madu: memanen atau
mengambil madu dari
pohon

- Rotan: mengambil,
mengangkut,
membersihkan dan
menjual.

Damar: menebang kayu
- Mengikuti pelatihan
‘tour guide”

Menyiapkan lokasi tujuan
wisata

- Menyusun lokasi
tujuan wisata

- Pembangunan sarana
prasarana
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Banjir di lahan =~ Membersihkan kebun Masuk hutan mencari Memancing, mem”bubu”

gambut kayu ikan.
Pemanfaatan Mengambil dan mengolah
obat-obatan tanaman obat-obat yang
ada di hutan.
Danau Membuat abon dan ikan - Mencari ikan
asap
- Menanam pohon
Burung Walet Pemeliharaan Pemeliharaan dan
pemanenan
Madu kelulut Pemeliharaan dan
pemanenan

Beragam pembagian peranan kerja tersebut mewarnai pengalaman-pengalaman dalam hal
membangun perencanaan, proses pendampingan maupun pendampingan masyarakat pada tingkat
komunitas di lapangan. Secara ringkas, berbagai praktek membangun perencanaan dan pembinaan
dari tingkatlapangan dan Desa dapat diidentifikasi dalam bagian sebagai berikut:

V.1. BKSDA - CAGAR ALAM MUARA KAMAN SEDULANG.'®

Cagar Alam Muara Kaman Sedulang terletak di tiga wilayah Kecamatan yang melintasi dua
wilayah Kabupatenyaitu adalah Kecamatan Muara Kaman Sedulang di Kabupaten Kutai Kartanegara
dan Kecamatan Muara Bengkal serta Muara Ancalong di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Cagar alam
ini disahkan oleh Pemerintah Pusat di tahun 1995, yaitu melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor: 598/Kpts-11/1995 tertanggal 2 November 1995 dengan luas kawasan 62.500 hektar. Pengelola
Cagar Alam ini adalah Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA), dimana salah satu unit kerja di
BKSDA yang intensif bekerja dilapanganadalah Polisi Hutan (Polhut).

Polisi Hutan memiliki tugas dan fungsi antara lain untuk mengelola dan menjaga kawasan
Cagar Alam, khususnya untuk perlindungan satwa yang dilindungi termasuk pesut Mahakam. Jumlah
personil Polisi Hutan di BKSDA ini terdiri dari 1 orang Kepala Resort dengan mitra Polhut dari unsur
masyarakat sebanyak2 orang.

Pembinaan maupun pendampingan yang dilakukan oleh pengelola Cagar Alam Muara Kaman
difokuskan ke 8 Desa yaitu Desa Muara Kaman Hulu, hilir, Bukit Gering, Muara Siran, Kupang Baru,
Tunjungan, Liang Buaya, dan Sedulang. Berdasarkan informasi dilapangan yang dikumpulkan selama
studi ini, maka beberapa informasi umum desa binaan Cagar Alam Muara Kaman sebagai berikut:

= Sejaktahun 2010, warga masyarakat mulai mencari ikan dengan cara menyetrum yang
dampaknya telah dirasakan saat ini karena warga mulai kesusahan mencari ikan.

8 Wawancara dengan Polisi Hutan- BKSDA Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, 8 April 2021
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= Setelahmenjadi Desa binaan maka dilakukanberbagaikegiatan pemberdayaan perempuan, yang
kemudian salah satu fokusnya adalah kegiatan penyadartahuan kelompok perempuan, yang
diharapkan akan menyampaikan tentang konsep perlindunganlingkungan kepada suaminya.

=  Umumnya ibu-ibuataukelompok perempuanyangberada di dalamdan sekitar Cagar Alam
Muara Kaman bekerja dirumah dengan mengolah ikan asin, yang merupakan hasil tangkapan
dari suami atau anaklaki-lakinya.

= Para suami ataubapakselainberprofesi sebagai nelayanjuga memiliki sarang burung walet.

= DiDesa Muara kaman Huluy, terdpaat pembinaan kelompok yang terdiri dari 20 orang dengan
fokus mengolah ikan-untuk memproduksi kerupuk ikan, dan mayoritas warga adalah penghasil
ikan dan pengolah kerupukikan.

» Pendampingankelompok dilakukan mulai dari proses pembentukan, pelatihan, peralatan dan
produksi, pemasaran. Kegiatanini dilakukan sejak tahun 2018 untuk pendampingandan
pembinaanselama 5 tahun yang berdasarkan rencana kerja.

= Pendampingandiprioritaskan kepada kelompok perempuan, dengan pertimbanganbahwa
selama ini bantuan yang masuk cenderung atau didominasi untuk kelompok Bapak-bapak.

= Pendampingankepadakelompok perempuanjugaberdasarkan usulan Desa, yang telah
membentuk kelompokusaha dan memberdayakanibu-ibu.

= Salahsatu komponen pendampingan yaitu peningkatan kapasitasyang dilakukan melalui
pelatihan dengan mendatangkan pelatih untuk produk dan pengemasan.

» Pendampinganini didukung denganbantuan permodalan dan pembelian peralatan atau
perlengkapanusaha, dengan nilai dukungan pendanaanselama 5 (lima) tahun sekitar Rp.
150.000.000,0- sampai Rp, 200.000.000,-

» Dalamhal pendapatandari hasil pendampingan, maka pihak Polhut tidak mengikuti secara
intensif tentang perkembangannya.

V.2. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BELAYAN

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XXVI DAS Belayan sebagaisalah satu dari
4 KPHP yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan kawasannya terletak di antara 115°13'30"
sampai dengan 116°37°30" Bujur Timur dan 01°35’15" Lintang Utara sampai 00°18'22,5" Lintang
Selatan. Wilayah KPHP Belayan ini terletak di 6 wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dari
total 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu di Kecamatan Tabang, Kembang
Janggut, Kenohan, Kotabangun, Muara Wis dan Muara Kaman.

Luas kawasan KPHP Unit XXVI DAS Belayanadalah 1.033.151 hektar, yang didasarkan kepada
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-11/2001 Tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan
Perairan Kalimantan Timur. Wilayahnya mengalami penyesuaian dengan mengacu kepada Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor: 718/Menhut-11/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yaitu tentang Kawasan
Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sehingga luasnya kemudian
menjadi 998.199,49 hektar.

Kawasan kerja dari KPHP Unit XXVI DAS Belayan mayoritas memiliki fungsi hutan, dimana
sebagian besar wilayah kelolanya adalah dalam kategori Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan
Lindung (HL). Mayoritasatau lebih dari 80% dari wilayah kelolanya terdiri dari kawasan hutan dengan
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kondisi topografi yang berat dengan kelerengan >40%, sehingga di dalam proses pengelolaannya harus
benar-benar mempertimbangkan aspek lingkungan yang ditimbulkan dalam proses produksi.'®

Pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu ke dokumen Rencana Pengelolaan Hutan
Jangka Panjang (RPHJP), yang disusun berdasarkan acuan dan pengacuan penilaian dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini, proses perubahan dan proses revisi dari dokumen RPHJP
sedang dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor P.98/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Tentang Tata Cara Penyusunan,
Penilaian, Dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Dalam melakukan proses penyusunan dan perubahan RPHJP, maka akan merujuk kepada
beberapa tahapan sesuairegulasi tersebut sebagai berikut:

» KepalaKesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menyampaikan usulan perubahan RPHJP beserta
rekaman elektronisnya kepada Direktur KPHP melalui Kepala Dinas Provinsi

=  Penilaianusulan RPHJP dilakukan oleh Direktur sesuai kewenangannya yaitu paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan perubahan.

= Jikasubstansi perubahan RPHJP initelah disetujui, Direktur KPHP atasnama Menteri
mengesahkan perubahan RPHJP KPHP.

= Jikasubstansi dari perubahan RPHJPbelum dapat disetujui, maka perubahan RPHJP KPHP akan
diperbaiki oleh Kepala KPH.

» Kepala KPH dalamjangka waktu palinglama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima perubahan
RPHJP KPHP, akan melakukan perbaikan substansi perubahan RPHJP KPHP dengan diketahui
oleh Kepala Dinas Provinsi, serta menyampaikan kembali hasilnya kepada Direktur KPHP.

» Dalamjangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima perbaikan, Direktur KPHP atas
nama Menteri menerbitkan Keputusan pengesahan perubahan RPHJP yang menjadibagiantidak
terpisahkan dari Keputusan RPHJP sebelumnya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98 telah mengatur bahwa
penyusunan RPHJP berdasarkan hasil tata hutan harus memperhatikan beberapa dokumen lain antara
lain sebagaiberikut:

a. rencana kehutanantingkat nasional;
rencana kehutanan tingkat provinsi;

c¢. memperhatikanaspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan
setempat; dan

d. memuat semua aspek pengelolaanhutanlestari. Berdasarkan peraturan ini.

RPHJP bisa diubah apabila terjadi beberapa hal sebagai berikut yaitu: perubahan arahan
dan/atau luasan blok dalam wilayah KPHL atau KPHP; perubahan diakibatkan adanya pemanfaatan
hutan dan penggunaan kawasan hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di dalam
wilayah KPHL atau KPHP; atau perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.?° Berdasarkan dari
ketentuan dantahapan tersebut, maka KPHP DAS Belayan telah membentuk tim penyusun RPHJP dan

9 Profil KPHP das Belayan, Wawancara dengan KPHP Das Belayan, 20 Mei 2021
20 https://nenytriana.wordpress.com/2020/07/07/penyusunan-rphjp-pada-kphp
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dalam proses selanjutnya akan diberi penilaian dari tim penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan. Bentuk maupun format penilaian ini sudah ditentukan sebagai bagian dari yang tak
terpisahkan untuk dijadikanacuan dalam proses penyusunan dan penilaian RPHJP.

Sebelumnya RPJHP Das Belayan sudah disahkan oleh KLHK di tahun 2019, tetapi saat ini
sedang dalam masa revisi dan penyempurnaan bersama dengan tim PHPL dari KLHK terkait dengan
perkembangan di lapangan dan perubahankebijakan yang meliputi:

*= Penambahan5 (lima) Lembaga Pengelola Hutan Desa;

»  Perluasan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

= Pelaksanaan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan terbitnya Peraturan
Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Terkait dengan kebijakan PUG dalam proses penyusunan dan revisi RPHJP ini, maka KPHP
DAS Belayanjuga telah memuat perspektif dan PUG di dalamnya. PUG dianggap penting dalam proses
perencanaan karena dalam faktanya dilapangan KPHP DAS Belayan sudah melakukan pendampingan
dan pembinaan perempuan/kelompok perempuan.

Namun yang menjadi pertimbangan adalah bahwa format penilaian dari RPHJP berdasarkan
kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/2018 Tentang Tata Cara
Penyusunan, Penilaian, dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi tidak secara eksplisit memuat indikator maupun
panduan penyusunan RPHJP.

Dokumen ini tidak secara eksplisit menyebutkan tentang isu gender atau peran perempuan
dan laki-laki yang harus diuraikan dalam dokumen RPH]JP. Sehingga dalam proses penyusunan dan
revisi yang saat ini berlangsung, maka tim revisi dari KPHP DAS Belayan hanyalah merujuk kepada
pedomanyang sudahada.??

V.3. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN

Wilayah kelola dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Santan adalah beradadi tiga
wilayah administrasi yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang di
Provinsi Kalimantan Timur. Penetapan wilayah kelola KPHP Santan adalah melalui Surat Keputusan
Menteri Kehutanan No. SK. 674/Menhut-11/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan
Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan
Timur seluas 270.557 Ha.?? Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui Rencana Pengelolaan
Hutan Jangka Panjang (RPJHP) Tahun 2016-2025, yang sudah disahkan oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.

Pendekatan program dan rencana terkait dengan isu gender ini tidak secara spesifik disebutkan
dalam dokumen RPJHP,yang memiliki Visi ” Melalui Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan untuk
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di KPHP Santan “ Tetapi di dalam prakteknya, KPHP Santan

“'Wawancara dengan Kepala KPHP DAS Belayan, 20 Mei 2021.
22 Bagian Pendahuluan, RPHJP KPHP Santan 2016-2025
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telah menunjukkan akomodasi terhadap pelibatan dari kelompok perempuan danlaki-laki dalam proses
pendampingan maupun pembinaan kelompok di lapangan antara lain sebagai berikut:

Kegiatan Pembenihan. Kegiatan ini awalnya dikelola oleh kelompok yang mayoritasberanggotakan
bapak-bapak, tetapi dalam perjalanannya maka kelompok ibu-ibu juga tertarik terlibat di kegiatan
pembibitan mangrove. Kegiatanini fokusnya adalah untuk meremajakan kawasan dan menghasilkan
produk dari mangrove

Pembinaan Kelompok Ibu-Ibu. Pembinaan ini salah satunya adalah kepada Kelompok Batang Lestari
untuk mengolahsirup sertatepung Pendampingan biasanya dilakukan kepadakelompok yangsudah
ada ataupun membentuk kelompok baru sesuai dengan kebutuhan. Terkaitdenganisu
pengarusutamaan gender, maka sampai saatini penyuluh belum mendapatkanpelatihanatau
sosialisasiyang terkaitdengan PUG.

Namun demikian berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan dapatdilihat

melalui pengalaman yang diuraikan dalam Box 1 sebagai berikut.
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Box. 1 Pengalaman Penyuluh KPHP Santan (Endang Mustinah, Penyuluh Kehutanan KPHP Santan)dalam
kegiatan pembinaan terhadap kelompok Ibu-ibu yang dilaksanakan sejak 2010 berlokasi di Kelurahan
Tanjung Laut Indah, Bontang Selatan.

Nama Kelompok: Lestari Indah

» Awalnyakegiatan pembibitan hanya melibatkan kelompok atau Bapak-Bapak saja, namun dalam
perjalanannya maka ibu-ibujuga tertarik untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.

» Dalam setiap evaluasi bersama maka diketahui hasil dari pembibitan yang dilaksanakan olehibu-ibu
ternyata dilakukan lebih teliti baik pada jarak tanam, lebih rapi dalam menyusun bibit dalam polybag,
jujur dan bertanggung jawab dalampembiayaan.

» Dalamkegiatan penanaman, maka ibu-ibulebih rapi menanam bibit mangrove, menata jalur dan
mengukur jalur

Nama kelompok: Talita Mangrove, Daun Harum dan Wanita Pesisir. Kegiatan yang dilakukan adalah
pengolahan produk dari buah mangrove bekerjasama dengan pihak perusahaan dalam bentuk corporate
social responsible(CSR).

Kegiatan yang sudah dilakukan mencakup beberapa hal sebagai berikut:
»  perkenalan atau memperkenalkan kelompok tani,

* membentuk kelompok pengolah,

* menyiapkan etalase untuk produk yang sudah jadi dan siap jual,

* peningkatan kapasitas kelompok

*  pemasaran melalui sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kegiatan pendampingan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2010 sebelum terbentuknya KPHP, dengan
berdasarkan pengetahuan terkait dengan gender yang telah didapat sejak mahasiswa sehingga menjadi
perspektif dan pendekatan dalam bekerja sebagai penyuluh.

Dalam kurun waktu pendampingan selama 11 tahun ini, maka hal-hal positif yang dapat dipetik untuk
pemberdayaan perempuan antara lain sebagai berikut:
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* peningkatan ekonomi melalui pendapatan ibu-ibu dari kegiatan pengolahan hasil mangrove dan
pembibitan

=  Peningkatan status sosial karena disebut menjadi petani mangrove menjadi sebuah kebanggaan bagi
kelompok ibu-ibu.

= kreatifitas meningkat dan selalu berupaya untuk berinovasi.

* Meningkatnyakemampuan kerjasama dan kordinasi dengan pihak lain.

»  Bagi penyuluh menjadi lebih memahami kondisi persrorangan anggota kelompok, kelompok dan
situasi rumah tangga dari masing-masinganggota kelompok. Dengan komunikasi yangintens maka
pendekatan yang dilakukan seakan sudah menjadi bagian dari keluarga besar.

Dinamika dalam proses pembinaan kelompok ibu-ibu antara lain sebagai berikut:

» Tidakbisajauh dari keluarga untuk mengembangkan diri, sehingga harus memiliki kemampuan
untuk membagi waktu antara kegiatan rumah tangga dengan kegiatan sebagai pengrajin dan petani
mangrove.

= Adakalanyaketika akan mengikuti suatu kegiatan atau pelatihan tidak diijinkan oleh suami.

»  Bisamudah terbawa perasaan/emosi.

»  Adakonflik antar kelompok.

* Jumlah anggota kelompok berubah-ubah sejak tahun 2010-2020ini(ada yang berganti, tetap, dan
aktif-non aktif)

V.4. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI

Wilayah kerja dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantaiada di wilayah
Kecamatan Biatan, Talisayan, Batu Putih dan Biduk-Biduk yang mencakup 31 Kampung. Wilayah kerja
ini telah ditetapkan berdasarkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 8109/2018 seluas 151.828,16 Ha dengan fungsi kawasannya meliputi Hutan Lindung (HL)
33.891,63 2 ha, Hutan Produksi Terbatas(HPT) 718,49 3 Ha, Hutan Produksi (HP) 712,294 Ha dan kasan
Hutan Produksi Konversi (HPK) 21.505,75 Ha.

Wilayah kerja ini dapat dikategorisasikan berdasarkan ijin pemanfaatannya yang meliputi ijin
Perhutanan Sosial yang mencapai total 19.945,15 Ha (13%), [UPHHK-HA seluas 28.835,20 Ha (19%),
IUPHHK-HT seluas 58.655,86 Ha (39%), dengan wilayah tanpa ijin/tertentu yang mencapai luasan total
43.548,21 Ha (29%).%3

Sebagaimana proses penyusunan RPHJP dari KPH lainnya, RPHJP KPHP Berau Pantai juga
mengacu kepada peraturan yang ada, yang memang secara umum dan khusus tidak memuat mengenai
PUG. Meskipun demikian dalam praktiknya, isu PUG ini telah dilakukan seperti dalam pelaksanaan
kegiatan pembibitan serta rehabilitasi; pembinaan kelompok anyaman dan pengembangan ekowisata.
Pengembangan ekowisata ini dalam berbagai skema antara lain pemandangan alam, Susur Karst, Susur
Goa, Susur Sungai, Wisata Penelitian, kuliner, pesona hiu tutul danagrowisata.

23 Presentasi Dalam Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (Rphjp) Kphp Unit Xvi Berau Pantai
Priode 2021-2030, Kphp Berau Pantai, 2021.
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Dalam pelaksanaan PUG atau pelibatan perempuan tidak dilakukan secara terencana tetapi
dalam prakteknya memang ditunjukan dengan pelibatan perempuan danlaki-laki dalam pengelolaan
hutan. Peranan dari perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan namun harus dilengkapi dengan
kapasitas atau kompetensi masing-masing, memahami program atau kegiatan yang akan dilakukan
dan terlibat secara aktif, serta disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan di lapangan. Pengalaman
pembinaan di Desa Dumaring yang dilakukan KPHP Berau Pantai antara lain sebagai berikut:

= Pelibatankaumdifabel 2 (dua) orang sebagai pemandu wisata, dengan diberikan peningkatan
kapasitassebagai pemandu, penanda bataswilayah wisata, dan GPS

= Pelibatankelompok perempuanatauremaja perempuandalambentuk: pengelolaandan
pemanfaatan HHBK, pelatihan drone untuk pemetaan wilayah tujuan wisata.

= Dalamhal penentuan ketua kelompok, maka yang terpilih adalah dari kalangan perempuan
dengan pertimbangan antara lain memiliki wawasan yangluas dan mudah diajak diskusi;
komunikasinya bagus, dan merupakanbagian dari keluarga besar di Dumaring.2*

24Wawancara dengan KPHP Berau Pantai, 7 April 2021
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BAGIAN VI: PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI TINGKAT DESA/KAMPUNG

Vi.1. DESA MUHURAN

Desa Muhuran memiliki wilayah yang cukup besar yang secara geografisberada di Kecamatan
Kota Bangun di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan luas wilayah mencapai 199 Ha. Desa Muhuran
merupakan salah satu Desa dari total 21 (dua puluh satu) Desa yang ada di Kecamatan Kota Bangun di
Kabupaten Kutai Kartanegara, dan secara administratif mempunyai 5 wilayah Rukun Tetangga (RT)
denganjumlah warga adalah sekitar 700-anjiwa.

Kondisi Desa Muhuran adalah sangat unik karena berada di kawasan gambut, serta seluruh
permukiman masyarakat desa berada di atas kawasan air gambut. Mulai dari rumah penduduk dan
fasilitas desa seperti sekolah, kantor desa, balai desa, posyandu, posyandu lansia dan lainnya adalah
berada di atas air. Karena kawasan ini berada di atas air, maka bentuk bangunan beradaptasi dengan
kondisi lahannya yang setiap tiga tahun sekali biasanya mengalamibanjirbesar.

Beberapa praktik terkait pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan yang berada di kawasan
lahan gambut dan terkait pemberdayaan perempuan Desa Muhuran mencakup beberapa hal sebagai
berikut:

VI.1.1. Pengelolaan Hutan dan Hutan Desa

= Desa Muhuran merupakan salah satu desa yang memiliki ijin Perhutanan Sosial dalam skema
Hutan Desa dengan 1.568 Ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. 10866/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019, yang masuk dalam dalam kawasan
KPHP DAS Belayan.

* HutanDesa ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang sedang menyusun
Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) berdasarkan kepada Peraturan Desa Muhuran No. 2 Tahun
2018 tentang Pembentukan LPHD Muhuran.

» Lokasikawasan Hutan Desa Muhuran berada dalam hutanberjarak sekitar 3-4 km dari kawasan
pemukiman/kampung Muhuran. Pemanfaatan hutan yang masih berlangsung adalah kegiatan
penangkapanikan pada saat musim banjirdankegiatan budidaya ikan untuk mengurangi
penangkapan. Pemanfaatan hasil hutan dilakukan dengan memungut anggrek dan tanaman hias
lainnya dantanaman obat-obatan.?®

= Dalamdokumen Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) Muhuran ada berbagairencana
kegiatan mencakup konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan; pemanfaatandan
pemungutan hasil tanaman kehidupan; pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), Jasa
Lingkungan dan pengembangan kelembagaan.

%5Wawancara dengan masyarakat Muhuran dalam proses observasiseputar desadan lahan gambut dibelakang
pemukiman desa Muhuran, 19 sd 20 April 2021.
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= Dalamdokumen RPHD tidakmemuat mengenaiisu gender atau peran perempuandan lakilaki
secara ekplisit, karena pada dasarnya mereka tidak mengetahuiatau tidak ada kewajiban untuk
memasukkannya.

= Dalamhal sumberdaya manusia, maka belum pernah mendapatkan pelatihan atau informasi
mengenai pengaruutamaan gender dalam pengelolaan hutan.

= KeanggotaanLPHD Muhuran ditandai dengan mayoritasadalahlaki-laki sekitar 23 orang. Saat
pembentukannya hanya dihadiri oleh kelompokbapak-bapakdantidak mengundangibu-ibu
ataukelompokibu. Tetapiberdasarkaninformasi lapangan, pada dasarnya terbuka untuk peran
perempuandalam proses pelaksanaan RPHD.?®

= Pengelolaanmadukelulut oleh Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan pembinaan dari KPHP
Das Belayan dan mayoritas dilakukan bapak-bapak.

= Salahsatu pemanfaatan Hutan Desa adalah kayu untuk membangun rumah dan fasilitasumum
desa

VI.1.2. Program Ketahanan Pangan dan Gizi

= Desa Muhuran adalah Desa menjadi prioritas untuk pembinaan dari Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan TImur selama 5 tahun terakhir.
" Di Desa Muhuran aktivitas pertanian padi cukup banyak, dan panenraya budidaya padi sawah

dilakukan selama musim tanamtahun 2017. Luaslahan yang dipanensebanyak 150 hektar
yang dikerjakan oleh sembilan kelompoktani (Gapoktan) denganjenispadivaritas Ciherang,
Cibogo, Bestari, Sintanur, serta IR 64.

" Sistem tanam padi ini adalah tanpa menggunakan pupuk (organik) bekerjasama dengan Dinas
Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan
111, dan dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Kalimantan Timur.?’

VI.1.3. Politik Hukum di Desa

*= Anggota BadanPerwakilan Desa (BPD) berjumlah 5 orang dengan komposisi 4 orang perempuan
dan 1 orang laki-laki.

= Pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa dilakukan melalui sistem zona, yakni 5 RT menjadi3
zona untuk memilih 1 perwakilannya, dengan pemilihan mencakup 1 zona untuk perempuan
dan 1 zona untuk laki-laki.

= Peran BPD dalamkeseharian meliputi pengurusan kartu keluarga dankartu tanda penduduk;
menerima masukan dan usulan dari warga, mengusulkan kebijakan danlarangan untuk
menggangu lingkungan hidup.

= Desa Muhuran membangun kerjasama dengan pihak lain salah satunya dengan LSM RASI dalam
bentuk monitoring pemanfaatan sungai, khususnya pengenalan sistem penangkapanikan
berkelanjutan dan promosi untuk tidak menggunakan alat yang dilarang seperti dengan stroom
danracun.

= Desa Muhunan telah memiliki Peraturan Desa tentang Rencana PembangunanJangka Menengah
Desa (RPJMDes) dan Rencara Kerja Pemerintah Desa (RKPD) termasuk juga Peraturan Desa
terkait penanggulangankebakaran hutan dan lahan.

26 Ketua LPHD Muhuran dalam Diskusi Terfokus mengenai Hutan Desa di Muhuran, 19 April 2021.
27https://prokom kukarkab.go.id /berita/ekonomi-dan-pariwisata/plt-bupati-kukar-panen-raya-padi-sawah-di-desa-
muhuran-kota-bangun, 2017
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Vi.1.4. Pemberdayaan Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT)

Desa Muhuran memiliki dua Kelompok Wanita Tani (KWT) yitu KWT Mawar Muhuran dan

KWT Sejati yanginformasi dan kegiatannya adalah sebagaiberikut:

KWT Mawar Desa Muhuran?é:

KWT Mawar Muhuran dibentukberdasarkan kebutuhan warga ketika ditemukankasus stunting
selama kurun tahun 2019-2020 yang dialami 8 bayi/anak sementara ada tiga ibu hamil yang perlu
diperhatikan. Pengentasan stunting ini didukung oleh pendanaan dari anggaran pendapatandan
belanja nasional dan melalui pembinaan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
Kalimantan Timur. Dana yang diterima untuk pembentukan KWT adalah sebesar Rp. 60.000.000,-
per KWT, dan selanjutnya dana untuk pengembangan sebesar Rp. 15.000.000,- per KWT.

Program KWT meliputi pengolahan dan penanaman demplot dengan menggunakan lahan milik
desa dan membangun rumah bibit.

Rumah bibit dan semua penanamanjenis- sayur sayuran dilakukan melalui media polybagdan
di juga rumah panggung, sebagai bentuk adaptasi dari kondisi desa yang berada dilahanbasah.
Bibit yang dikembangkan meliputi: kacang panjang, bayam, kangkong, cabai, tomat, terong, labu
danjagung. Bibit yang mulai tumbuh kemudian dibagikanke setiap anggota dengan masing-
masing anggota mendapatkan 75 polybag.

Setiap penerima bibit wajib memelihara, dan hasilnya menjadi konsumsi keluarga bahkan dapat
dijual untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Selainkebun KWT, maka masing-masing anggota KWT pun dapat memiliki kebun sendiri.
Kebunini ditanami buah-buahanyanghasilnya dapat dijual di pasar Kota Bangun atau kepada
pengumpul.

Penghasilan KWT Mawar Muhuran secara kelompok berasal dari demplot sekitar Rp. 3.000.000, -
untuk 1x panen. Target selanjutnya adalah meningkatkan pendapatanini smapai Rp. 8.000.000, -
s/d Rp.20.000.000,- pertahun untuk menjadi KWT mandiri.

KWT Mawah juga berencana untuk melaksanakan pengelolaan madu kelulut.

KWT SEJATI Desa Muhuran.??

KWT Sejati dibentuk pada tahun 2014 dengan dukungan dari alokasi dana desa dengankegiatan
pembibitan dan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB).

KWT Sejati menanam sayur-sayuran antara lain adalah cabai, tomat dan terong.

KWT Sejati membagikan bibit yang kepada seluruh warga Desa Muhuran dimana masing-masing
mendapatkan 10 polybag/keluarga.

Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) diawali dengan modal Rp. 1.500.000, - pada tahun
2016 yang memiliki 30 anggota, dan mengelola dana untuk modal usaha bagiibu-ibudengan
bunga 2% danwaktu pelunasandalam 5 (lima) bulan.

Nilai pinjamanantara Rp.200.000 s/d Rp. 600.000,/per orang/anggota.

Bentuk usaha yang potensial untuk mendapatkan pinjaman antara lain untuk menanam padi,
pembenihan, warung atau menjual kue, dan upah bagi untuk membantu membuka lahan untuk
bersawah.

28 Wawancara dengan Ketua KWT Mawar Muhuran, 20 April 2020
2 Wawancara dengan wakil ketua KWT Sejati, 21 April 2021
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Jenis pendapatan rumah tangga yang dihasilkan dari kegiatanibu-ibu antara lain yaitu:

= Pengelolaankoperasisimpan pinjamoleh KWT Sejati, yang melakukan simpan dan pinjam
untuk modal usaha.

= Pengelolaanbibit dan penanaman sayur telah dilakukan oleh KWT Sejati Desa Muhuran. Produk
yang sudah dihasilkan adalah tomat yang dikemas denganbaik dengan harga Rp. 3000/kg di Desa
Muhuran tetapijika dijual di Kota Bangun menjadi Rp. 8000/kg.

= Pengelolaankebun sendiri untuk penanamanlabu dalam periode satu kali panen dalam waktu
antara 2,5-3bulan dapat memanen sekitar 700-1000 buah labu. Labuini dijual dengan harga
satuan Rp. 20.000 sd Rp. 30.000,-. Anggota KWT Sejatijuga menanamdaun seledri yang dijual Rp.
10.000,-/Kg dengan masa panen setiap saat.

» Produklain adalahjeruk/lemon lokal dengan harga Rp, 25.000,-/Kg dan total jumlah pohon
sekitar 10-15 pohondan cabe yang dijual Rp.12.000,-/kg denganjumlah cabe 10 pohonyang
ditanam di depan rumah.

= Pengelolaandanpemanenan daunkedemba yang dijual Rp. 2000/kg, dan sekali panen bisa
menghasilkan 10-20 kg sehari dan telah berproduksi sejak tahun 2018.

* Pembuatanataukerajinan Seraung, @Rp. 20.000 sd 30.000,-.%°

Vi.2. DESA MUARA SIRAN

Desa Muara Siran memiliki luas wilayah mencapai 42.201 Ha yang berada dalam wilayah
administratif Kecamatan Muara Kaman di Kabupaten Kutai Kertanegara, dengan jumlah penduduk
menurut data Februari 2021 sejumlah 1.432 jiwa (Laki-laki: 772 orang dan perempuan: 663 orang).%!

Desa Muara Siran sudah memiliki Rencana PembangunanJangka Menengah Desa tahun 2015
- 2019%*2, yang mengamanatkan pengelolaan hutan desa, menyusun rencana tata ruang desa dan
pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD). RPJMDes Desa Muhuran memiliki visi untuk
“Menuju Terwujudnya Masyarakat Desa Muara Siran yang Sejahtera dan Berkeadilan”. Terdapat 6 misi
dengan dan misi terkait dengan perempuan adalah dalam misi ke 6 yaitu “meningkatkan peranandan
partisipasi perempuandalamberbagaiaspek pembangunan”.

Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan hutan dan lahan
maka praktik pelibatan perempuan antara lain sebagai berikut:

V1.2.1. Partisipasi Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan RPJM Desa.**

=  RPJM Desadisusun berdasarkan pedoman umum pelaksanaan dan petunjuk teknis penyusunan
RPJM Desa yaitu Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

30 Kompilasi wawancara KWT Mawar Muhuran, KWT Sejati, Ibu-ibu pengrajin, 19 sd 21 April 2021

31 Infografik Profil Desa Muara Siran

32 Catatan: Saatini masih menggunakan RPJMDesa2015-2019 karena belum adanya pelaksanaan pemilihan kepala
desa yang baru.RPJMDes baru masih dalam proses penyusunan hingga penetapan kepala Desa yang baru. Hingga
2021, Desa Muara sudah melalui penyelenggaraan pembangunan dengan 3 (tiga )Pejabat Kepala Desa.
33Wawancara dengan Kepala Seksi Umum dan Perencanaan Pembangunan dan Kepala Seksi Kesejahteraan
Masyarakat, dan FGD dengan Pokdarwis Muhuran, 22 April 2021
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Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dandiganti Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

= Aparatdesayang bertanggungjawab dalam proses penyusunan RPJM Desa adalah Seksi Umum
dan Perencanaan Pembangunan yang didukung Seksi Kesejahteraan Masyarakat. Meskipun
belum memahami denganbaik isu gender, namun pernah mendengar tentangisu kesetaraan
gender dengan pemahamanbahwa genderadalah persamaan suara dan kedudukan masyarakat
(perempuandanlaki-laki) dalam aspek sosial, politikdan budaya.

= RPJM Desaberlaku hingga 6 (enam) tahun yang dalam penyusunannya melibatkan seluruh
masyarakat mulai dari tingkat RT hingga ke musyawarah perencanaan pembangunan
(musrenbang) tingkat Desa. Penyusunan RPJM Desa ini dilakukan denganbeberapa tahapan
sebagaiberikut:

1. Perencanaanditingkat RT menggaliinformasi umum, permasalahan ekonomi rumah
tangga, diikuti oleh seluruh warga RT dari kelompokbapak-bapak,ibu-ibudan
remaja/generasi muda.

2. Perencanaanditingkat dusun membahashasil yang disampaikan dalam pertemuan RT dan
diikuti oleh perwakilan RT yang ditunjuk maupun kelompok perempuan dan aparat desa.

3. Musyarawarah desa yang membahashasil pembahasanisu prioritas dan tujuan, rencana
program dan kegiatan pembangunan untuk 6 tahunke depan. Forum ini dihadiri oleh aparat
desa, perwakilan dusun, RT, Badan Perwakilian Desa, Karang Taruna, Kelompokibu-ibu,
Posyandu, dan organisasi di tingkat desa lainnya juga para undanganyang bekerja di wilayah
Desa Muara Siran.

= Perencanaanyang dibahasterkait denganisu pokok dalam penyelenggaraan pembangunandesa
seperti: kesehatan, pembangunan fisik prasarana desa, dan keagamaan, selainitu yang cukup
spesifik juga membahas:

a. Kegiatanprasarana pendukung, dengan membangun jembatan dari kawasan
desa/pemukiman menuju danau atau wilayah hutan desa, dengan tujuan untuk
memudahkan akses bagi penduduk menuju hutan.

b. Pelibatanremaja (perempuan danlaki-laki) yangbarululus sekolah menengah atasuntuk
terlibat dikegiatan pos yandu, posyandu lansia bersama ibu-ibu PKK.

¢. Peningkatankapasitas kelompokibu-ibu pengrajinanyaman, pengolahikan asap dan abon,
kerupuk, mulai dari produksi, pengemasan hingga pemasaran.

Pengembangan wisata alam/ekowisata.

e. PengembanganKerjasama denganpihak diluardari Desa, seperti Dinas Pariwisata, dan
Perusahaan.

* Anggaran pendapatandanbelanja Desa Tahun 2021 berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) sekitar
Rp. 1,300.000.0000,- dan dari Dana desa sekitar Rp. 800.000.000,-. Dari total anggaran tersebut
maka total prosentase alokasi untuk kegiatan pemberdayaan perempuan sekitar 0.7% yang
meliputikegiatan, pemberdayaan PKK, insentif posyandu, pendanaan untuk Badanusaha Milik
Desa dalambentuk permodalanbagikelompokibu-ibu yang sebelumnya dibentuk melalui
program PNPM.3*

= Rencanakegiatanyang terkait pemberdayaan perempuan antara lain peningkatan kapasitas
masyarakat meliputi: Kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi

3 Wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan Desa Muara Siran, 23 April 2021
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produktif, kelompok perempuan (pelatihan menjahit, pelatihan bidan kampung, kelompok
pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak.

= Khusus terkait pendanaan kelompok pengrajin dan perlindungan anak, maka danaini tidak
masuk dalam APBDes tetapi didukung melalui bantuan CSR perusahaan tambang yang tidak
dimasukan ke dalam pencatatan penerimaan desa.

V1.22. Kelompok | bu-Ibu.**

» Pembentukan Kelompok pengrajin (ibu-ibu) sejak tahun 2015/2016 yang terdiri dari kelompok
pengrajin/pembuat seraung; kelompok penghias seraung; pembuat topi (rotan dan ilung/enceng
gondok), serta pembuat ikanasin, pisang selai danikan asap.

= Pembentukankelompok ini bertujuan untuk mengisi keseharian dan meningkatkan aktivitas
ibu-ibu diluar kegiatan rumah tangga.

» Mencari dan memanfaatkan daunyang dilakukan di kawasan hutandan sekitar kampung
dengan menggunakan Se/insingatau perahubermotor.

= 1kelompok terdiridari 10 orang dengan permodalan didukung pihak ketiga yakni perusahaan
pertambangan. Bantuan yang diberikan oleh pihak perusahaan meliputi: pembelian mesin jahit,
bahan dasar kerajinan dan membangun toko disp/ay.

= Hasil kerajinan dijual melalui pembeli perorangan, tamu yang datang ke desa dan ditempatkan di
toko usaha kecil dan mikro (UKM) yang didukung pembangunannya oleh pihak ketiga.

Penghasilan kelompok atau paraibu

= Penghasilandari kegiatan Seraung yaitu harga satuan polos Rp. 20.000,-sd Rp.30.000,- sedangkan
harga yang sudah dirias satuannya menjadi Rp. 200.000 sd Rp. 300.000,-

» Penghasilandari kegiatan pembuatankerupuk dimana 1 kali produksi menghasilkan 10kg/ hari
dan dijual Rp, 35.000/kg dengan modal sekitar Rp. 175.000,-. Kendalanya, setiap terjadi musim
banjirakan menghentikan produksinya.

VI.2.3. Pengelolaan Hutan Desa

Pengelolaan Hutan Desa (HD) yang berada di dalam kawasan gambut dilakukan oleh Lembaga
Pengelola Pengelolaan Sumberdaya Alam (LP-PSDA) yang kemudian dalam perkembangannya diganti
menjadi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). LPHD memiliki program kerja utamanya untuk
mengembangkan Hutan Desa yang wilayahnya mencakup luasan 9.250 Ha3®, serta rencana kerja RPHD
selama 5 (lima) tahun akan dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan dan pemanfaatan produk Hasil
Hutan Bukan Kayu (HHBK), perikanan (tangkap dan budidaya), Madu kelulut, walet, rehabi-litasi hutan
dan lahan(pembibitan dan membuka jalan tanam sekitar 1,5 meter).

Berbagaiinformasi penting dari perencanaan dan pengelolaan melalui dokumen RPHD adalah
sebagaiberikut:

a. Dokumen RPHD belum memasukkan peranan perempuanatauisu gender dalampengelolaan
hutan. Namun demikian, ketua LPHD sudah memahami aspek gender dalam pengelolaan hutan.

35 Wawancara dengan inisiator pembentuk kelompok ibu-ibu pengrajin di Muara Siran, 21 April 2021
36 Catatan: Luas hutan desa tidak masuk dalam RPJMDeskarena RPJMdes disusun lebih dahulu dariusulan penetapan
hutandesa.
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Informasi ini didapat dari diskusi dan materi yang disampaikan oleh Lembaga pendamping-
Perkumpulan BIOMA?’.

[su-isu pemberdayaan perempuandan “gender”ini terkait kebutuhan peningkatankapasitasdan
peningkatan ekonomi keluarga, dengan pemahamanbahwa pihaklaki-laki yang bertugasuntuk
mengambil hasil hutan danibu-ibu yang mengolahnya.

Anggota LPHD terdiri dari 1 orang anggota perempuanuntuk bidang penguatan dan
pemberdayaan sumberdaya manusia dan 13 anggota laki-laki

Ibu Hameng merupakan anggota satu-satunya dari kelompok perempuan, dengan pertimbangan
bahwa beliau memiliki kemampuan untuk menyampaikan gagasannya, dan dapat mewakili para
ibuuntuk mengungkapkan pendapat dariibu-ibulainnya.

Pengembangan ekowisata.®®

Kegiatan ekowisata dikembangkan dengan membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang
difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kukar di bulanJanuari 2020. Pokdarwisbertugas
untuk memastikan fasilitas seperti ‘Aomestay”, penentuan tarif paket wisata, perbaikan pujasera
dan paket perjalanan/transportasi.

Jumlah anggota Pokdarwis ini adalah 23 orang, yang aktif sekitar 13 orang terdiridari 3 orang
anggota perempuan- bertugasuntuk pembukuan, administrasi dan umuml; dan 20 orang laki-
laki bertugas menjadi tour guideserta mengelola homestay, pemudadan pemudi, perwakilan
PKK 3 orang, perwakilanlembaga adat 1 orangdan Aparatdesa 1 orang.
Pelibatanibu-iburumah tangga untuk menjadi tim penyedia kuliner atau masakan bagitamu.
Pelaksanaan kegiatan Pokdarwis didukung oleh CSR perusahaan PT Bara Tambang, dalam
bentuk pembangunan pusat informasi wisata, melengkapi prasyarat atau fasilitaswisata, dan
peningkatan kapasitas. Dalam proses pengembangannya juga didampingi oleh Exotic Kaltim
dalammengembangkan wisata desa.

Tujuan wisaya yang disiapkanantara lain: Danau Siran, Tepi hutan (pohon-pohon), pesut
Mahakam, sungai untuk wisata memancing. Kegiatan wisata dibuka selama 4 hari dalam 1
minggu yakni hari kamis, jumat, sabtu dan minggu.

Perencanaan maupun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan]Jangka Menengah Desa

(RPJMDes) di Muara Siran dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam-hutan telah memberikan
ruang partisipasi serta pelibatan kelompok perempuan. Walau para pelaksananya belum mendapatkan
perspektif yang lengkap terkait dengan bagaimana mengintegrasikan isu gender ini ke dalam proses
perencanaan danpenyelenggaraan pembangunan di tingkat Desa.

$7FGD dengan Ketua LP-PSDA/LPHD Muara Siran, 22 April 2021
38 FGD Kelompok Sadar Wisata, Desa Muara Siran, 22 April 2021
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BAGIAN VIl: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Secara umum, proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ataupun program pasti memiliki
tantangan termasuk memiliki peluang atau potensi untuk mengatasinya. Demikian halnya denganisu
untuk mengintegrasikan PUG dalam sektor perencanaandi sektor kehutanan. Adapun tantangan dan
peluang tersebut diklasifikasikan menjadi tantangan yang dihadapi dalam kerangka kebijakan serta
peraturan dan penyusunan perencanaan pembangunan termasuk di sektor kehutanan sebagai berikut.
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Tabel 03: Tantangan dan Peluang dalam Pengarutamaan Gender

No

Aspek

Tantangan

Peluang

Kebijakan dan
Peraturan PUG
dalam

Belum tersosialisasikannya
dengan baik PUG sampai ke
level administratif dan

- Kebijakan dan peraturan di tingkat
nasional dan daerah sudah lengkap

perencanaan birokrasi yang lebih teknis - Metode GAP GBS sudah menjadi
(Nasional dan arahan dan pedoman dalam
Daerah)

menyusun perencanaan.

Kebijakan dan
Peraturan PUG
dalam

KPH merupakan unit
pelaksana teknis dan bukan
pembentuk kebijakan.

- Kebijakan dan peraturan di tingkat
nasional dan daerah sudah lengkap.

perencanaan di
sektor
Kehutanan

masuk dalam salah satu
bagian dari dokumen Rencana
Strategis Kehutanan 2019-
2023

Isu gender, PUG, dan GAP GBS
belum masuk dan menjadi
indikator penilaian dalam
penyusunan RPHJP

perencanaan Sehingga jika ada perubahan - Khusus di level Provinsi Kalimantan
Kehutanan terkait dengan RPHJP Timur dalam periode tahun 2018 sd
memerlukan dasar hukum 2020, sudah ada sejumlah kebijakan
dan petunjuk teknis. maupun kesepakatan dengan tingkat
Kabupaten/Kota terkait PUG.

3 Penyusunan Metode GAP GBS belum Dokumen RPJMD telah memuat
Perencanaan secara maksimal masuk dalam | uraian mengenai isu Gender dalam
Pembangunan salah satu bagian dari bagian Pembahasan permasalahan dan

dokumen RPJMD isudi Bab II yaitu melalui kewajiban
penyampaian data pilah.

4 Pelaksanaan Metode GAP GBS belum - GAP GBS digunakan dalam proses

penganggaran 2021 tahun terkait
dengan pemberdayaan Kelompok Tani
Hutan.

- Masih ada peluang untuk dapat
memperbaiki RPJHP melalui proses
revisi tahun 2021 dengan catatan ada
peraturan, kebijakan atau edaran yang
mendukung PUG.
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- Praktek dalam pelaksanaan program
dan kegiatan oleh KPH yang
dilaksanakan oleh penyuluh
kehutanan.

Sumberdaya - Bidang perencanaan yang - Isu gender dan PUG dipahami secara
Manusia menjadi focal pointdi masing- | praktek yakni memberdayakan
masing PD dapat berubah perempuan.
sesuai dengan periode mutasi.
- Telah ada upaya-upaya untuk
- Masih ada keterbatasan mendorong dan memperkuat PUG di
pemahaman mengenai gender | tingkat pemerintahan, yaitu melalui
dan PUG oleh OPD baik di championPUG dan Fasilitator daerah.
tingkat Provinsi maupun
kabupaten.
- Masih ada ASN yang belum
mengetahui tentang Pokja
PUG di tingkat Provinsi.
Sehingga yang menggantikan
belum tentu memahami isu
PUG jika belum mendapatkan
pelatihan atau sosialisasi
- Tidak semua ASN di sektor
kehutanan pernah
mendapatkan sosialisasi,
pelatihan, atau bentuk lainnya
terkait dengan gender.
Pendidikan - Peserta pelatihan di Balai - Telah ada arahan perubahan materi
pelatihan Diklat LHK ditentukan oleh dan kurikulum pelatihan dan
instansi pengirimnya, Pendidikan di sektor kehutanan untuk
sehingga tidak dapat topik tertentu memuat mengenai isu
ditentukan apakah yanghadir | gender dan PUG.
perempuan atau laki-laki.
- Terdapat ketentuan jumlah peserta
- Dalam masa pandemi covid, | perempuan paling tidak 30% dari total
pelaksanaan pelatihan peserta.
dilakukan secara virtual
sehingga secara umum tidak - Penyediaan fasilitasi toilet
maksimal, khususnya perempuan dan laki-laki secara
terkendala kepada sinyal berbeda.
internet dari peserta, termasuk
peserta dari masyarakat. - Penyediaan fasilitas ruang untuk
menyusui bagi ibu yang menjadi
- Pendanaan pelatihan telah peserta pelatihan.
berkurang 80% dari anggaran
sebelum masa covid
Anggaran Anggaran dari Dinas

Pemberdayaan perempuan
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tidak hanya untuk dan
mencapai target saja tapi juga
melakukan pembinaan secara
intens.

Selainitu, juga penting untuk dapat mengidentifikasi tantangan dalam proses pendampingan
masyarakat yang dilakukan oleh berbagai organisasi non-pemerintah danatau LSM/NGO. Khususnya
dalam hal pendampingan dalam pengembangan ekonomi atau mendorong usaha-usaha dari Desa,
baikbersama kelompokbapak-bapakdankelompokibu-ibu sebagaiberikut:

=  Belummemasukkan PUG dalamkegiatannya danbelum menggunakan metode analisisgender
yang ada dalam program/proposal kegiatannya kecuali dipersyaratkan.

= Pendampinganhanya sampaipada menghasilkan produk dan pemasaran tetapibelum
mendampingi untuk pengurusan ijin usaha mikro ke Dinas Perindustrian dan Koperasi dalam
rangka untuk memastikan bahwa nama para ibu yang menjadi pemilik dan pengelola usaha.

= Dalambeberapa pendampingan, maka jangka waktunya masih tergantung dengan pendanaan
dari donoratau Lembaga pendanaan yang mendukungnya.

= Jumlah pendamping dan desa atau kelompok yang didampingi masih kurang dibandingkan
dengan perkembangan kelompok yang ada.
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Sedangkan di tingkat Desa, tantangan yang dapat diidentifikasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 04 Tantangan dan Peluang Pengarutamaan Gender di tingkat Desa

No | Aspek | Tantangan Peluang
DESA MUHURAN
1 Pemahaman Belum mengetahui dan memahamiadanya | Memahami bahwa peranibu-ibu sangat penting
isu gender dan PUG dalampengelolaanlahan gambut, khususnya dalam
kaitannya dengan pencegahan kebakaran hutandan
lahan.Hal ini dilakukan melalui pemeliharaan
tanamankedemba.
2 Perencanaan Desa - Belumsecara maksimal melibatkanatau - Pendanaanuntuk PKK, Posyandu anak dan
mendorong peran perempuandalam posyandu lansia
proses perencanaan.
- Mendukung pengembangan KWT (Sejati dan Mawar
- Data pilahyang ada di tingkat desa masih | Muhuran)
data yang menyampaikan tentang profil
desa. Data pilah terkait pengelolaan SDA
belum maksimal diolah dandisusun
3 Perencanaandalam | Tidak mengetahui dan memahamibahwa | Masih terbuka peluanguntuk melibatkan peluang,
pengelolaanhutan isu gender masuk dalam RPHD karena LPHD memahami bahwa ibu-ibujuga
desa memanfaatkan hasil hutanuntuk kegiatan sehari hari.
4 Pemberdayaan - Kegiatan UMKM yang dilaksanakan - Kegiatanibu-ibu dalam masa pandemi, mengurus
kelompok ibu-ibu perempuanatau kelompokibu-ibu tidak kebun dan tanaman masing-masing.
(KWT) terdaftaratau dalam pengurusan perijinan
usaha. - Tetap ada pendampingan intensif dari penyuluh
- Pendanaan untuk peningkatan status pfar’.canian. Karena masyarakat mau dan terbuka untuk
KWT Mawar Muhuran untuk menjadi dibina.
KWT Mandiri.
-Gotongroyong merupakan kekuatanbersama untuk
Kegiatan KWT Mawar Muhuran terhenti mengelola rumah bibit.
selama pandemi, sehingga demplot dan
rumah bibit kurang terurus.
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DESA MUARA SIRAN

Aspek Tantangan Peluang/Gagasan/Solusi
Pemahaman Belum memahami dan mengetahui Adalembaga pendamping yang selalu memberikan
KepalaDesa mengenaiisu gender. informasi mengenaiisu genderkepadabeberapa

orang.
Sudah hampir 3 (tiga) tahun berturut-turut, | Adarencana bahwa pemilihankepala desa akan
status kepala desa adalah Pejabat Kepala dilaksanakanpada tahun 2021.
Desa, karena belumada pemilihandan
tertunda selama masa pandemi
Perencanaan Data pilah yang ada di tingkat desabaru - Dalam proses perencanaan sudah melibatkan
(RPJMDes) sebatasdata yang menyampaikan tentang | perempuandan laki-laki.
profil desa. Data pilah terkait dengan
pengelolan SDAbelum maksimal diolah - Sebagian aparat desa, cukup memahami mengenai
dan disusun. isu gender.
Perencanaandalam | Meski Ketua LPPSDA memahami RPHD masih dalam proses penyusunan, masih bisa
pengelolaanhutan mengenaiadanyaisu gender, namun tidak | untuk mengakomodir isu gender. Dengan catatan
desa memahami bagaimana memasukanisu bahwa pengurus LPPSDA memahaminya.
gender ke dalam RPHD.
Pemberdayaan Program, kegiatan dan bantuandari pihak
kelompok ibu-ibu 3 yang dijalankanolehibu-ibubelum
pengrajin tercatat danterdata dalam RPJMDes,

sehingga tidak bisa diolah dan diklaim oleh
desa sebagaibagiandari penyelenggaraan

pembangunandidesa.
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BAGIAN VII: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Vil.1. KESIMPULAN

1

Kebijakandan Peraturan Nasional

Berbagai peraturan dankebijakan telah diterbitkan sejak adanya Instruksi Presiden Nomor 9
tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender di Indonesia sampai tahun 2021 ini. PUG telah
dilaksanakan di level Kementerian seperti oleh BAPPENAS, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, Kementerian dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan
Perempuandan Anak (PPPA) dan Kementerian lainnya.

Pelaksanaantersebut diterjemahkan masing-masing Kementerian melalui Peraturan
Menteri. Peraturan tersebut mengatur mengenai pembentukan kelompokkerja
pengarusutamaan gender, sekaligus mengatur tentang pedoman pengarusutamaan gender,
dan metode Gender Analysis Parthway dan Gender Budget Statement. Namun tidak
diketahui bagaimana skema monitoring dan evaluasi dilakukan.

Pokja PUG di Kemenerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada dibawah kordinasi Biro
Perencanaanadalahbertanggungjawab dalam pelaksanaan dari pengarustamaan gender di
tingkat Kementerian maupun Unit Pelaksana Teknis di tingkat regional, yaitu melalui
pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.31 Tahun 2017
tentang Pedoman PUG Di Sektor Kehutanan.

Kebijakandan Peraturan Di Provinsi Kalimantan Timur
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Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang PUG merupakan langkah konkrit dan komitmen
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di dalam melaksanakan PUG. Pelaksanaan PUG telah
mulai dilaksanakan sejak tahun 2009 yang diatur melalui Peraturan Gubernur sampai proses
penyusunan Rencana AKsi Daerah Pengarus-utamaan Gender Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukan komitmennya melalui berbagai
penyusunan kebijakan yaitu mencakup 1 (satu) peraturan daerah, 3 (tiga) surat edaran
Gubernur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota), 3 (tiga) Surat Keputusan Gubernur (kelompok
kerja, tim teknis dan tim drivers) dan memorandum of understandingyang mendukung PUG
dalam perencanaan pembangunan hingga ke alokasi pendanaan.

Peranan serta tanggung jawab dalam pelaksanaan PUG di Provinsi Kalimantan Timur sudah
berjalan dan didukung adanya berbagai Peraturan Daerah serta peraturan pelaksananya.
Kegiatanini dilakukan melalui program dankegiatan dari DKP3A, KelompokKerja PUG, Tim
Drivers, 13 Champion, Fasilitator daerah, serta focal point dari masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah.

Tantangan dalam pelaksanaan PUG ini tidak terdapat dalam peraturan di tingkat nasional dan
daerah, tetapi justru dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Meskipun dalam
peraturantelah diamanatkan bahwa PUG diintegrasikan dalam dokumen perencanaan mulai
dari RPJMD, Renstra termasuk RPJHJP KP maupun RPJMdes, tetapi dalam pelaksanaannya
seringkali tidak dilengkapi dengan adanya dokumen GAP dan Gender Base Statement(GBS).
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3. Perencanaan DanPelaksanaan PUG Di Sektor Kehutanan

Rencana Strategis Kehutanan tahun 2019-2024 sudah mengakomodir secaa eksplisit isu
terkait pemberdayaan perempuan, namun belum mengunakan metode GAP GBS dalam
proses penyusunannya. Meskipun demikian sudah ada penyusunan GAP GBS pada tahun
2021 untuk kelengkapan dokumen RKA.

Terkait dengan penganggaran, meskipun dapat merujuk kepada Lampiran 2 terkait GAP-GBS
Kehutanan 2021 dengan dana senilai Rp. 840.000.000,-, tetapi hal ini belum menggambarkan
salah satu dari kategori ARG mengenai anggarankhusus target genderatauanggaran
kesetaraan genderatau anggaran pelembagaan kesetaraan gender.

Dalam praktek dan kenyataannya, maka perempuan danlaki-laki memiliki peran masing-
masing dalam pengelolaan hutan dengan pola pemanfaatanyangberbeda. Tetapi peran
perempuan tersebut tidak tercatat dengan ‘rapi’ untuk menjadibagian d ari proses menuju
kesetaraan gender dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

4. Perspektif dan Pemahaman

Dalam dokumen perencanaan seperti di Renstra Dinas Kehutanan dan RPM]Des Muara
Siran, memang telah menyebutkan mengenai program dan kegiatan untuk pemberdayaan
perempuan/kelompoknya, namun tidak menyampaikan tentang pertimbangan mengapa
pemberdayaan tersebut diberikan untuk perempuan.

Penyadartahuan dan sosialisasi terkait dengan PUG masih belum maksimal hingga masih ada
pihak yang belum memahami pentingnya PUG dalam penyelenggaraan pembangunan,
termasuk pembangunan di sektor kehutanan.

Genderdan PUG dalam pelaksanaannya dipahami masih sebatas mengenai peran
perempuandan lakilaki, dan belum meluas kepada isu difabel maupun kelompok marjinal di
desa sebagaimana yang dirumuskan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.31 Tahun 2017.

Di tingkat Desa, maka pemahaman dan pengetahuanterkait dengan genderdan PUG hanya
diketahui oleh beberapa orang yang pernah mendapatkan sosialisasi, pelatihan atau diskusi.
Sehingga dalam proses penyusunan perencanaandesa dan pengelolaan hutan masih belum
tergali dan terinformasikan dengan baik, yang berdampak pada penyusunan program yang
tidakmemuat tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Vil.2. REKOMENDASI

Merujuk kepada beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari analisis tersebut, maka dapat

disampaikanbeberapa rekomendasi untuk dapat ditindak lanjuti yaitu sebagai berikut:

1. Indeks Pemberdayaan Gender(IDG)dibentukolehtiga komponenyaitu keterlibatan perempuan
di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.
Dalam sektor kehutanan, hal ini berkontribusi terkait dengan informasi mengenai sumbangan
pendapatan perempuan dalam pengelolaan atau pemanfaatan hasil hutandanlahan.
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3.

Dalam pelaksanaan program GIZ PROPEAT, maka dalam proses pendampingan mitra dapat
difokuskan untuk memfasilitasi penyediaan data pilah mengenaiinformasi peran gender dalam
pengelolaan sumberdaya htuan hingga pendapatannya. Sehingga dapat berkontribusi kepada
pencapaian dari IDG yang dikordinir oleh DKP3A Provinsi Kalimantan Timur

Dalam proses penyusunan RPJHP KPH, maka dapat mempertimbangkan penerapan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31.2017 tentang Pedoman PUG, melalui
penggunaan metode GAP-GBS sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P. 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RPHJP KPHP dan KPHL.

Adapunrumusan usulan untuk penambahan perspektif maupun pengarusutamaan gender dapat
dikembangkan dalam dalam format penilaian RPHJP berikut:

Poin c. memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi

lingkungan setempat;

Format penilaian aspek Sosial budaya:

v' Informasi ekonomi sosial masyarakat di dalam dan sekitar hutan, termasuk keberadaan
masyarakat hukum adat.

v' Pernyataan Misi.

v"  Rencana Kegiatan Strategis: Rencana penyelenggaraaanrehabilitasi pada areal kerja
diluarijin yang memadai.

Panduan penilaian:

Deskripsi kawasan khususnya terkait denganrisalah wilayah KPH, potensi sumber daya alam,
sosial dan ekonomi.

Informasi ekonomi sosial masyarakat dalam dan sekitar hutan termasuk tentang keberadaan
masyarakat hukum adat, yang dilengkapi dengan deskripsi tentang interaksi/aktivitas
masyarakat terhadap keberadaan hutanyang ada.

[su strategis, kendala dan permasalahan.

Rencana kegiatan mencakup rencana pemberdayaan masyarakat dalambentuk penyerapan
tenaga lokal, kemitraan, penyediaan akses usaha kehutanan dan ekonomi produktif lainnya.

Demikian pula dalam penyusunan dokumen RPPEG, maka dapat merujuk kepada khususnya

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/ Menlhk/
Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana
Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Dalamhal ini, maka proses penyusunan RPPEG dapat berpedoman kepada Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.31 Tahun 2017 tentang PUG, yaitu dalam bentuk
perluasan makna dari RPPEG yaitu setidaknya di Bab II yang membahas terkait dengan pembahasan
berbagai isu strategis. Salah satunya terkait dengan ‘Isu Strategis Sosial’, yang menguraikan tentang
kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam proses perencanaan RPPEG karena
bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan juga menentukan tingkat
pencapaian tujuan RPPEG di masa yang akan datang meliputi bidang ekonomi, sosial danlingkungan.
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Dalam Tingkat Provinsi Kalimantan Timur:

Memastikan kembalibahwa amanat Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2016 tentang

Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan dapat dilaksanakan sesuai antara lain:

v' Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
responsif genderyang dituangkan dalam RPJMD.

v Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra OPD dan Renja OPD yang
responsif gender.

v' Penyusunan Renstra OPD dan Renja OPD dilakukan melalui analisis gender dengan
menggunakan data terpilah.

Pemerintah Desa wajib menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif
genderyang dituangkan dalam RPJM Desa.

Pelaksanaanlebihlanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunanditetapkan dalam
program dan kegiatan OPD, Kelurahandan Desa.

PUG dalam perencanaan pembangunan mengikuti perencanaan pembangunan yang ada yaitu
dimulai dari musyawarah pembangunan desa sampai denganrapatkoordinasi pembangunan
daerah.

Lembaga non-pemerintah dan warga masyarakat dapat terlibat dan melakukan perencanaan
pembangunanyang responsif genderbaik secara terintegrasi dengan perencanaandaerah
maupun secara mandiri dengan tujuanyang sama dantidak bertentangan dengan ketentuan
hukum yang berlaku serta menjunjung nilai-nilai kearifan lokal.

Mendorong Hubungan dan Kerjasama dalam pengarusutamaan gender:

Pokja PUG Provinsi dapatbekerjasama denganberbagai Lembaga Non-Pemerintah, Perusahaan
swasta, perguruan tinggi maupun denganinstansi Pemerintah baikdi tingkat Provinsi dan Pusat
(UPT KLHK)

Di tingkat Provinsi Kalimantan Timur maka Dinas Kehutanan maupun KPH dapat bekerjasama
dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk mengintegrasikan PUG ke dalam Renstra Dinas
dan RPHJP dari KPH khususnya terkait dengan penggunaan metode GAP-GBS.

Sosialisasi mengenairegulasi dan peraturanbaik dari Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maupun Peraturan seperti Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 22/16 terkait dengan pedoman pelaksanaan PUG dan
metodenya perlu ditingkatkan.

Pelatihan dan penguatankapasitasuntuk mengintegrasikan materi-materi PUG di sektor
kehutanan ke dalam Kurikulum termasuk juga penyediaan modul pelatihan menjadi prioritas
yang sangat penting

Penyediaanlembarinformasi genderterkait dengan penyusunan dokumen peren-canaan di
tingkat Desa perlu untuk difasilitasi khususnya sebagai masukan dalam proses penyusunan
RPHD dan RPJMDes

Integrasi program kegiatan dalam RPJMdes yang didanai oleh pihak 3 ke dalam
APBDes
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7. Mencatat kan dukungan pendanaan dari pihak 3 ke dalam kolom pendapatan Desa

yang ditujukanuntuk pemberdayaan perempuan

8. Dalamhal pelaksanaanmusrenbang Desa, mengundang semua pihak yang

berkontribusi dalam pembangunan desa

Berbagai pelaksanaan dari kegiatan PUG dalam prakteknya di level lapangan, pemberdayaan
perempuan dan maupun kelompok perempuan idealnya dapat didukung dengan pencatatan atau
pendokumentasian khususnya terkait aktivitas sebagaiberikut:

Aktifitas Dokumentasi
Pelibatan dalam pertemuan - Diawali sejak mengembangkan kerangka acuan kerja dan
undangan

- Absensi, foto, video dan sejenisnya

- Proses pengambilan keputusan dalam kelompok atau
musyawarah, dengan mendokumentasikan tingkat
partisipasi

Kelompok Usaha (UMKM) - Legalisasi dalam pengurusan UMKM atasnama
perempuan

- Pencatatandanlaporan: keuangan dan pendapatan
perempuan.

9. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Mendorong proses monitoring evaluasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P. 31/2017 dapat meliputi penilaian terhadap
dokumen tentang pelaksanaan tujuh prasyarat awal PUG; dokumen penyusunan Renstra, Renja dan
RKA; penyusunan dokumen Gender Budget Statement (GBS), maupun dokumen 7erm of Reference
(TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
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Lampiran 1. Matrik 9: Langkah Dalam Gender Analysis Pathways

Langkah1 Langkah 2 Langkah3 Langkah4 Langkah 5 Langkah6 Langkah | Langkah8 | Langkah9
7
Pilih Kebijakan/ Data Pembuka Isu Gender Kebijakan dan Rencana Pengukuran Hasil
Program/ Wawasan Aksi ke Depan
Kegiatan/Subkegiatan Faktor Sebab Sebab Reformulasi | Rencana | Datadasar | Indikator
yang akan dianalisis Kesenjangan Kesenjangan kesenjangan tujuan Aksi (baseline)| Gender
internal eksternal
Identifikasi dantuliskan | Sajikandata Temukenali isu Temukenali Temukenali isu | Rumuskan Tetapkan | Tetapkan | Tetapkan
apayang menjadi pembuka genderdi proses isu gender di genderdi kembali rencana base-line | indikator
tujuannya wawasan,yang | perencanaan internal eksternal tujuan aksi yang gender
terpilah dengan lembaga lembagapada | kebijakan/ responsif
menurut jenis memperhatikan dan/atau proses program/ gender
kelamin dan apakahada budaya pelakanaan kegiatan
atau hubungannya organisasi sehingga
mengandung dengantidak yang dapat menjadi
isu gender terakomodasinya | menyebabkan responsif
(kuantitatif/ 4 faktor(akses, terjadinyaisu gender
kualitatif) partisipasi, gender
kontrol, dan
manfaat)atau
salah satu dari
faktor2 tsb bagi
sebagiantarget
sasaran yang
berbedajenis
kelamin.
Temukenali
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Lampiran 2. Matriks Gender Analisys Pathways - Gender Budget Statement oleh Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur, 2021

MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY
Isu Kebijakan Rencana Aksi Pengukuran Hasil
Kebijakan / Data Pembuka Sebab Sobab
Program/ Wawasan (Data Reformulasi : Data Dasar Indikator
Faktor Kesenjangan Kesenjangan Rencana Aksi ndar
Kegiatan Pilah Gender) Kesenjangan Gitatiot Eksternal Tujuan (Baseline) Ge

Program: Pada tahun 2020, terdapat Aha."m' o 1. Belum a:_ianya 1. Budaya Patriaki !.Memo::un 1.renhgkd;)nM Tesdapat 57 Output :
Program Penyukihan, 57 Kelompok Tand Hutan Pangambian kep u ketersad yang masih pengetahuan spasitas Kelompok Tani Meningkatnya
pemberdayaan yang sudsh mendapatkan kehadiran penyuluhan lebih data terpiah dominan di serta intemal Dinas Hutan yang susah partisipasi
masyarakat huten dan | penbingan teknis dari dominanidipengaruhl cleh :::;:W masyarakal. h".:a ':‘"'l;:""' ::"‘“"";‘:g dapatkan perempuan
Pm——— Polathan yang leriridari | 4P vo oo 1ol lapangan & At a—yn elompo tani berbasis Kehutanan | bimbingan tekns | anggata kelompok

120 i KTH (lam-ldu).dalan Dinas Kehutanan kebijakan dalam 2. dar Pelatihan yang | tani hutan,

rang peserta lerbag hutan Melakukan
Kegiatan : menjadi 258 Pesaria laki- manantukan siapa yang Prov. Kaltim. pendukung untuk mengelola hutan penyuuhan dan tardirl dari 256
; laki dan 54 peserta akan ut serta pada 2. Dalam kupismantasl &gar tapal peningkatan orang peseria Outcome :

Kelompok Tani Hutan kegiatan panyuluhan melakukan Pengar - d kapasitas bagi forbagi menjadi216 | Meningkatnya
Melalui Peningkatan perempuan keoiatan, Dinas Gender bidang indikaor kin e",,-a perempuan unfuk 5 '
Batola Ketarntwomen Partisipasi : Kehutanan Proy, | _ Kehutanan. adaiah jumiah mampu PRSI | Jemishumin
Kelola Kawasan Dan Jenis-jenis uszha yang Undangan p.enyulu'un tidak Kaltim belum 3. Belum optimal vashe i o dan 40 peserta ekanomi produktif
Kelola Usaha dikelola Kelompok Tani mernyebutkan partispasi terfokus kepada proses produkté pada pen(;wa! terkat perampuan. pada kelompok tani

Hutan meliputi pelatihan gerder isu gendar yang pemantauan dan kelompok tani minat kegistan hutan.
Tujuan: budideya lebah madu y terjadi di evaluasi isu hutan. 3. Peru dilakukan

Kelulut, ihan Kontrol : s gender dalam RKA partisipasi PUG
s pengayaan tanaman Tidak ada pang dai | 3 Kwangnyajenis | (kegiatan 2 Monginventarisasi | dalam se
pengetahuan serta e internal terkail kehadiran 1:=aha Kelompok Penyuluhan kebutuhan kegiatan.,

ingkatian keahlian | P Temu teknis peserta penyuluhan dengan Tani Hutan yang Kehutanan) kelompok tani
kelompoic tani hutan pasak bumi menjad| pelaksanaan di lapangan sesual dengan hutan terhadap
dalam mengelota hutan tanaman harbal, di'nan.a !rnhag‘rm !_)euna minal dan usaha
dengan indkator kinerja | Pemberdayaan KTH pory 1 & kondisi masyarakat apa
adaiah iumiah usaha e pengelolaan Nira aren laki-aki namun pada saat di perempuan yang sesus
Jum i oda St T Iapangan diaksanakan pada teriait peran dengan keadaan

ekonomi produkif pada | Meriadigula semut Temu | oo iian domastik setampat.
kelompok tani hutan, teknis pengelolaan hutan
Lokasi Kegiatan Kota agrofocestry dan Manfaat:
Balikpapan, Kab. Kutal pemberdayaan KTH Sereh Kw ini befum -
Kartanegara, Wangi dalam maksimal dalam partisipasi
Kabupaten Kutai Timur, | Pergembangan ﬂﬁ;ﬁ"mm
Bali Agroforesky. perempuan sehagal

Juv_nla\_ penyuluh kehutanan pelaksana keglatan di

laki-laki 22 orang, lapangan,

perempuan 14 orang
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TENTANG PROPEAT

Peatland Management and Rehabilitation Project (PROPEAT) merupakan salah satu proyek kerjasama bila-
teral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federal Jerman melalui Kementerian Bidang Kerjasama
Ekonomi dan Pembangunan (the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development -
BMZ) dan diimplementasikan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Direktorat Jenderal Pengen-
dalian Kerusakan Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan GIZ (The German
Agency for International Cooperation).

Tujuan utama PROPEAT adalah perbaikan pengelolaan ekosistem gambut dan lahan basah di Kalimantan
Utara dengan Kalimantan Timur lebih berkelanjutan secara ekologis. Hal ini dapat dicapai melalui proses
perencanaan integratif dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lestari; mendukung perbaikan praktek
pengelolaan gambut dan lahan basah; dan mendiseminasikan hasil penelitian aplikatif dan pembelajaran di
lapangan ke berbagai stakeholder baik di level lokal, nasional dan internasional.

PROPEAT bekerja di 2 (dua) Provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang memiliki 16 Kesa-
tuan Hidrologis Gambut (KHG) seluas 342.000 hektar di Kalimantan Timur dan 13 KHG di Kalimantan Utara
dengan luas 347.451 hektar. Di Kalimantan Utara, area KHG mencakup Kabupaten Tana Tidung, Nunukan
dan sebagian kecil di Kabupaten Malinau. Di Kalimantan Timur, lahan gambut tersebar utamanya di wilayah
Mahakam Tengah meliputi kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kutai Barat serta sebagian kecil di
Kabupaten Berau dan Kabupaten Paser.

Bersama dengan mitra utama dan para pihak, PROPEAT mendukung berbagai kegiatan terkait pengemban-
gan informasi dasar, penyusunan kebijakan perencanaan yang terpadu, implementasi pengelolaan tata guna
lahan berkelanjutan, memperkuat pengembangan mata pencaharian dan ekonomi, pelaksanaan riset aksi,
dan juga mendukung proses penyebarluasan pengetahuan, pembelajaran dan praktik manajemen terbaik.

GIZ Peatland Management and Rehabilitation Project (PROPEAT)

mplemented by: Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
. JI. Kesuma Bangsa, Samarinda
kerja sama tatt

jerman gIZ: Provinsi Kalimantan Timur 75124
Phone +62 (541) 75121

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

JL. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur,

Gedung B Lantai 3 — Indonesia 13410

Telp/Fax : +62 21-8520886/8580105

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
JI. Kesuma Bangsa, Sungai Pinang Luar
Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda
Porvinsi Kalimantan Timur 75124

Phone +62 (552) 203388
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